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Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung merupakan 
institusi yang memiliki fungsi utama yaitu merumuskan kebijakan, melakukan 
evaluasi dan pelaporan di bidang layanan komunikasi dan informatika. Namun 
dalam pelaksanaannya masih belum optimal dan terdapat kendala pada 
penyampaian dan dukungan layanan TI seperti belum adanya acuan atau prosedur 
pada beberapa proses sehingga proses tersebut tidak berjalan optimal, sumber 
daya manusia yang ada masih kurang memadai dalam hal keterampilan dan 
jumlah. Pihak diskominfo Kabupaten Tulungagung belum pernah melakukan 
evaluasi tata kelola TI. Oleh karena itu dibutuhkan evaluasi tata kelola teknologi 
informasi menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1 domain Deliver and Support 
(DS). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan nilai maturity level yang 
didapat dari hasil kuesioner dan wawancara dengan koresponden berdasarkan 
RACI Chart. Kemudian dihitung nilai gap antara nilai maturity level saat ini dengan 
yang diharapkan pihak diskominfo. Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, 
kemudian diberikan rekomendasi. Dari hasil perhitungan maturity level 
didapatkan hasil rata – rata domain DS sebesar 1.50 dan nilai gap sebesar 1.00 
sampai 3.00. Untuk mencapai nilai maturity level yang diharapkan, peneliti 
memberikan rekomendasi berupa saran yaitu melakukan perencanaan yang baik, 
melakukan dokumentasi secara formal dan membuat perancangan dokumen 
Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tiap proses domain DS. Rekomendasi 
tersebut diharapkan dapat diimplementasikan oleh Bidang Penyelenggaraan E-
Government untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan layanan TI yang lebih baik. 
 
Kata kunci: Tata Kelola TI, COBIT, Pengelolaan Tingkat Layanan, Deliver and 




Department of Communication and Information Tulungagung (Diskominfo) is 
an institution that has the main function of formulating policies, evaluating and 
reporting in the field of communication and information service. But, in its 
implementation is still not optimal and there are constraints on the delivery and 
support of IT services such as the lack of references and of procedures in several 
processes that causes the process is not running optimally, the existing human 
resources are still inadequate in terms of skills and numbers. Diskominfo 
Tulungagung has never evaluated IT governance before. Therefore, an evaluation 
of information technology governance is needed using the COBIT 4.1 platform of 
Deliver and Support (DS) domains. The purpose of this study is to obtain the 
maturity level that obtained from the results of questionnaires and interviews with 
correspondents based on RACI Chart. The gap value is calculated between the 
current maturity level and what is expected by diskominfo. Based on previous 
calculations, recommendations is produced. From the results of the maturity level 
calculation, the average result of the DS domain is 1.50 and the gap value is 1.00 
until 3.00. To achieve the expected maturity level, researchers provide 
recommendations in the form of suggestions that are doing good planning, 
formally documenting and making a Standard Operating Procedure (SOP) 
document for each DS domain process. These are recommendations are expected 
to be implemented by field of E-Government  Organization to achieve goals in 
better management of IT services. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 
1.1 Latar belakang 
Pada era globalisasi seperti pada saat ini perkembangan di bidang teknologi 
tepatnya sistem informasi berkembang begitu pesat dan cepat. Teknologi 
informasi seperangkat alat yang membantu pekerjaan dengan informasi serta 
melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi (Haag & 
Keen,1996). Hal – hal yang termasuk.dalam mengolah data informasi yaitu 
menyusun, memproses, menyimpan, dan memanipulasi data. Perkembangan 
teknologi informasi membuat perusahaan – perusahaan harus mengikuti 
perkembangan ini dengan membuat inovasi dan mengembangkan teknologi 
informasi mereka. Hal tersebut sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan 
perusahaan. Penerapan IT Governance atau Tata Kelola Teknologi Informasi 
merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas perusahaan dan juga 
untuk membantu mencapai tujuan perusahaan. 
Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Koiman (2009) tata kelola 
(governance) merupakan suatu serangkaian proses interaksi politik yang dilakukan 
antara masyarakat dengan pemerintah dalam berbagai bidang yang berkaitan 
dengan kepentingan masyarakat dan juga intervensi dari pemerintah tentang 
kepentingan yang ditetapkan. IT Governance.atau tata kelola teknologi.informasi 
berfungsi untuk memastikan bahwa suatu teknologi informasi yang sudah 
digunakan oleh perusahaan memiliki nilai tambah atau manfaat bagi bisnisnya. 
Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun 2016 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tulungagung, Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten.Tulungagung memiliki fungsi utama yaitu merumuskan 
kebijakan, melakukan evaluasi.dan pelaporan di bidang layanan komunikasi.dan 
informatika. Dalam melakukan fungsi – fungsi tersebut dan memberikan 
pelayanan yang baik untuk Kabupaten Tulungagung, Dinas Komunikasi dan 
Informatika membuat dan mengembangkan sistem informasi. Namun dalam 
pelaksanaannya masih belum optimal dan terdapat beberapa masalah atau 
kendala. Salah satunya yaitu terkait dengan tata kelola dalam pelayanan teknologi 
informasi. Yang menangani masalah tata kelola teknologi informasi 
pada.Dinas.Komunikasi.dan.Informatika Kabupaten Tulungagung yaitu 
bidang.penyelenggaraan.E-Government. Pada bidang tersebut memiliki tugas 
utama untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan 
teknis, pengawasan serta evaluasi di bidang infrastruktur dan teknologi, 
pengembangan aplikasi dan keamanan informasi dan telekomunikasi. 
Dalam pelaksanaan terkait penyampaian dan dukungan teknologi informasi 
masih terdapat beberapa kekurangan dan kendala seperti belum adanya acuan 
atau prosedur pada beberapa proses sehingga proses tersebut berjalan secara 
reaktif dan tidak berjalan optimal serta tidak didokumentasikan dengan baik. 
Sumber daya manusia yang ada masih kurang memadai dalam hal keterampilan 
2 
 
dan jumlah. Hal itu mengacu pada pengelolaan sumber daya, keamanan, dan 
operasional yang belum optimal. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Tulungagung juga belum pernah dilakukan penilaian mengenai 
maturity level sehingga belum diketahui keadaan tata kelola teknologi informasi 
yang ada dan sejauh mana tingkat kematangan organisasi saat ini. Permasalahan 
tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber pada DISKOMINFO 
Kabupaten Tungagung yaitu Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Kepala Seksi 
Infrastruktur dan Teknologi. 
COBIT.4.1 (Control Objectives for.Information.and.Related Technology) 
merupakan suatu kerangka kerja (framework) yang dibuat oleh.ISACA yang dapat 
membantu perusahaan untuk memaksimalkan nilai teknologi informasi dan untuk 
kepentingan manajemenen bisnis (ITGI,2007). Pada COBIT 4.1 terdapat 4 domain 
diantaranya Plan.and Organise.(PO), Acquire.and.Implement (AI),.Deliver 
and.Support (DS), dan Monitor.and Evaluate.(ME). Domain PO menjelaskan 
tentang perencanaan dan mengidentifikasi bagaimana teknologi informasi.dapat 
berkontribusi pada mencapai tujuan dari bisnis. Domain AI menjelaskan tentang 
bagaimana perencanaan tersebut diubah menjadi sebuah layanan TI yang 
berguna. Domain DS menjelaskan bagaimana layanan tersebut dapat digunakan 
oleh pengguna. Domain ME berfungsi untuk memonitor semua proses, melakukan 
pengendalian internal dan memastikan bahwa setiap arahan dapat diikuti.  
Pada penelitian terdahulu yang menggunakan metode yang sama yaitu oleh 
Liliandara Wahyu Imami (2017) dengan judul “Audit Tata Kelola Teknologi 
Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota 
Probolinggo Menggunakan Framework COBIT 4.1 Domain Plan and Organise dan 
Acquire and Implement”. Penelitian tersebut.menggunakan domain PO (Plan and 
Organise) dan AI (Acquire and Implement). Dari penelitian tersebut menghasilkan 
beberapa kesimpulan diantaranya tingkat kematangan atau Maturity Level pada 
domain PO bernilai rata – rata 1,9 dan pada domain AI bernilai rata – rata 1,29. 
Kemudian peneliti memberikan rekomendasi seperti memberikan rekomendasi 
perbaikan IT Governance pada DISKOMINFO Kota Probolinggo yang dimulai dari 
perancangan ulang perencanaan sampai pendokumentasian yang telah 
distandarisasikan. 
Berdasarkan uraian tersebut dan dikarenakan pihak penyelenggaraan.E-
Government pada.Dinas Komunikasi.dan.Informatika Kabupaten Tulungagung 
belum pernah melakukan implementasi menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1, 
sehingga hasil akhir dari penelitian ini yakni untuk mengetahui nilai.tingkat 
kematangan (maturity level) saat ini dan untuk mengetahui seberapa besar nilai 
kesenjangan dengan maturity level yang diharapkan organisasi pada tata.kelola 
teknologi.informasi khususnya domain DS. Tujuan lain yaitu memberikan 
rekomendasi perbaikan agar proses penyampaian dan dukungan layanan yang 
berjalan dapat sesuai dengan harapan serta tujuan dari organisasi.  
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1.2 Rumusan masalah 
1. Bagaimana.hasil evaluasi dan tingkat kematangan tata kelola teknologi 
informasi menggunakan framework COBIT 4.1.pada Dinas Komunikasi dan 
Informatika.Kabupaten Tulungagung? 
2. Bagaimana.rekomendasi dan implementasi dokumen yang diberikan 
berdasarkan.hasil evaluasi tata kelola.teknologi informasi menggunakan 
domain Deliver and Support (DS) pada Dinas Komunikasi.dan Informatika 
Kabupaten.Tulungagung? 
1.3 Tujuan  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Melakukan evaluasi tata kelola teknologi informasi menggunakan domain 
Deliver and Support (DS) pada Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Tulungagung. 
2. Memberikan rekomendasi dan saran terhadap tata kelola teknologi 
informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung 
berdasarkan hasil pada domain Deliver and Support (DS). 
1.4 Manfaat 
Manfaat pada penelitian ini adalah : 
1. Bagi Instansi 
a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 
untuk lebih meningkatkan penerapan teknologi informasi pada 
DISKOMINFO Kabupaten Tulungagung. 
b. Membantu perusahaan dalam menjalankan proses dan pencapaian tujuan 
perusahaan. 
2. Bagi Universitas 
a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian ilmiah bagi mahasiswa yang 
melakukan penelitian dengan bahasan evaluasi tata kelola teknologi 
informasi. 
3. Bagi Peneliti 
a. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan serta pengetahuan dalam 
hal tata kelola keamanan teknologi informasi pada suatu instansi. 
 
1.5 Batasan masalah 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut dan untuk mencegah berkembangnya 
masalah, maka batasan masalah dalam penelitian ini hanya dibatasi pada evaluasi 
tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 4.1 domain Deliver 
and Support (DS). Penelitian dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika 
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Kabupaten Tulungagung yang berlokasikan di Jalan Sultan Agung Gang III Nomor 
9-11, Kabupaten Tulungagung.  
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika dalam penyusunan laporan skripsi ini adalah sebagai berikut :  
BAB I  PENDAHULUAN  
Pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang penelitian, rumusan 
masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 
masalah dan sistematika penulisan dalam penyusunan dokumen skripsi. 
BAB II LANDASAN KEPUSTAKAAN 
Bab ini memuat mengenai teori – teori yang digunakan sebagai acuan 
penelitian serta literature – literature ilmiah berupa jurnal, buku, dan 
penelitian terdahulu. 
BAB III METODOLOGI 
Pada bab ini berisi mengenai metode yang dilakukan dalam penelitian 
serta alur atau langkah – langkah yang akan dilakukan berupa studi 
literatur, objek penelitian, metode pengumpulan data, pengolahan data 
dan analisis serta hasil dan rekomendasi untuk perusahaan. 
BAB IV HASIL 
Pada bab ini berisikan hasil dari data yang dibutuhkan dalam melakukan 
evaluasi manajamen risiko teknologi informasi. 
BAB V PEMBAHASAN 
Bab ini berisikan mengenai hasil dari analisis yang berdasarkan pada data 
yang diperoleh yang terdiri dari Capability Level, dan langkah pencegahan 
risiko serta rekomendasi. 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini memuat mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah 




BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN 
2.1 Kajian Pustaka 
Penelitian ini merujuk pada referensi yang telah dilakukan sebelumnya yaitu 
jurnal yang ditulis oleh Liliandara Wahyu Imami dari Universitas Brawijaya 
diterbitkan oleh Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer 
volume 2 nomor 9, halaman 3425-2432, tahun 2017 dengan judul “Audit Tata 
Kelola Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) 
Kota Probolinggo Menggunakan Kerangka Kerja COBIT 4.1 Domain Plan and 
Organise dan Acquire and Implement”. Pada penelitian tersebut menggunakan 
domain PO (Plan and Organise) dan AI (Acquire and Implement). Dari penelitian 
tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya tingkat kematangan 
atau Maturity Level pada domain PO bernilai 1 sampai 3 dengan rata – rata 1,9 
dan pada domain AI Bernilai antara 1 sampai 2 dengan rata – rata 1,29. Kemudian 
peneliti memberikan rekomendasi seperti menyediakan perbaikan tata kelola TI 
pada DISKOMINFO Kota Probolinggo yang dimulai dengan perancangan ulang 
perencanaan dan diselesaikan dengan pendokumentasian yang terstandarisasi. 
Referensi kedua yaitu oleh Maudy Giva Purnama Putri dari Universitas 
Brawijaya yang berjudul “EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI 
MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 4.1 (STUDI KASUS : BIDANG KOMINFO 
DISHUBKOMINFO KOTA KEDIRI)”. Pada penelitian tersebut menggunakan semua 
domain yaitu Plan and Organise (PO), Acquire and Implement (AI), Deliver and 
Support (DS), dan Monitor and Evaluate (ME). Dari penelitian tersebut 
menghasilkan nilai kematangan rata – rata dari setiap domain adalah 2,9 pada 
domain PO, 1,79 pada domain AI, 1,88 pada domain DS, dan 1,72 pada domain 
ME. Kemudian didapat gap atau nilai kesenjangan dari tiap domain yaitu sebesar 
0,81 pada domain PO, 1,21 pada domain AI, 1,12 pada domain DS, dan 1,28 pada 
domain ME. Untuk mencapai tingkat yang diinginkan perusahaan, diberikan 
rekomendasi berupa pembuatan SOP pada setiap proses TI, melakukan 
dokumentasi dengan format yang baku, dan mengkomunikasikan seluruh proses 
kepada semua staff. 
 
2.2 Profil DISKOMINFO Kabupaten Tulungagung 
2.2.1 Sejarah DISKOMINFO Kabupaten Tulungagung 
 Berdasarkan Pasal 3 PeraturanaDaerahaKabupaten Tulungagung Nomor 20 
Tahuna2016atentang pembentukanadan susunanaperangkatadaerah Kabupaten 
Tulungagung, maka perluamengatur kedudukan,asusunanaorganisasi, tugasadan 
fungsi sertaatataakerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Tulungagung berdiri pada awal tahun 2017. Sebelum itu 
DinasaKomunikasi danaInformatikaaKabupaten Tulungagung masih tergabung 
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dengan Dinas Perhubungan. Meskipun baru berdiri, Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Tulungagung selalu berusaha meningkatkan kualitas dan 
profesionalisme dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. 
2.2.2 Visi dan Misi DISKOMINFO Kabupaten Tulungagung 
Visi:  




1. Meningkatkan daya jangkauan infrastruktur jaringan teknologi informasi 
guna mengurangi kesenjangan informasi serta mewujudkan keterbukaan 
informasi publik 
2. Meningkatkan kualitas SDM di bidang komunikasi dan informatika 
2.2.3 Struktur Organisasi DISKOMINFO Kabupaten Tulungagung 
 
Gambar 2.1 Struktur Organisasi DISKOMINFO Kabupaten Tulungagung 
Sumber: DISKOMINFO Kabupaten Tulungagung 
 
 Menurut Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun 2016 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, terdapat beberapa bidang 
dan mempunyai fungsi masing – masing di setiap bidangnya, diantaranya : 
1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, membina,amengawasi, 
mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta 



























































2. Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyususn 
kebijakan, merencanakan, mengkoordinasikan bidang – bidang, membina, 
melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana 
prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan dan kelembagaan. Sekretariat 
dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada kepala dinas. Di bawah sekretaris terdapat 
kasubag keuangan, kasubag perencanaan, dan kasubag umum dan 
kepegawaian. 
3. Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik memiliki tugas 
merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, 
pengawasan serta evaluasi di bidang pengelolaan komunikasi publik, 
pengelolaan informasi publik dan kemitraan informasi dan komunikasi 
publik. Bidangaini dipimpinaoleh seorangqkepala bidangqyang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. Di bawahnya terdapat 
kasi kemitraan dan komunikasiqpublik, kasi pengelolaanqinformasi publik, 
dan kasi pengelolaan komunikasi publik.  
4. Bidang penyelenggaraan E-Government mempunyai tugas merumuskan 
dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pengawasan 
serta evaluasi di bidang infrastruktur dan teknologi, pengembangan 
aplikasi dan keamanan informasi dan telekomunikasi. Bidang iniqdipimpin 
olehqseorang kepalaqbidang yangqdi bawahnya terdapat kasi 
infrastruktur dan teknologi, kasi keamanan informasi dan telekomunikasi, 
dan kasi data dan statistik. 
5. Bidang persandian dan statistik mempunyai tugas merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pengawasan serta 
evaluasi di bidang keamanan informasi, persandian, dan statistik. Bidang 
iniqdipimpin olehqseorang kepalaqbidang dan di bawahnya terdapat kasi 
tata kelola dan pengamanan persandian, kasi pengawasan dan evaluasi 
persandian, dan kasi data dan statistik. 
6. Bidang layanan komunikasi dan informatikaqmempunyai tugas 
merumuskan danqmelaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis 
dan layanan informasi, pebgelolaan sumber daya dan layanan publik, tata 
kelola E-Government. Bidang iniqdipimpin olehqseorang kepalaqbidang 
dan di bawahnya terdapat kasi layanan informasi publik, kasi tata kelola 
komunikasi dan informatika, dan kasi pengelolaan sumber daya dan 
layanan public.   
2.2.4  Tugas dan Fungsi DISKOMINFO Kabupaten Tulungagung 
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung memiliki tugas 
dan fungsi yang dijelaskan pada <https://diskominfo.tulungagung.go.id/> yaitu 
sebagai berikut: 
1. Perumusan kebijakan di bidang layanan komunikasi dan informatika, bidang 
persandian dan statistik, bidang pengelolaan informasi dan komunikasi 
publik, bidang penyelenggaraan E-Government; 
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2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang 
persandian dan statistic, bidang pengelolaan informasi dan komunikasi 
public, bidang penyelenggaraan E-Government; 
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan komunikasi dan 
informatika, bidang persandian statistic, bidang pengelolaan informasi dan 
komunikasi public bidang penyelenggaraan E-Government; 
4. Pelaksanaan administrasi dinas; 
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati. 
2.3 Sistem Informasi 
Menurut Laudon (2012:16), mengatakan bahwa, “Sistem informasi ialah 
komponen-komponen yang saling berkaitan yang bekerja bersama-sama untuk 
mengolah, mengumpulkan, menyimpan, dan menampilkan informasi untuk 
mendukung penarikan keputusan, pengaturan, koordinasi, analisis, dan visualisasi 
pada suatu organisasi.” 
Sedangkan Menurut Bentley, Whitten, dan Ditman (2009:10), mengatakan 
bahwa, “Sistem informasi adalah pengaturan data, orang, informasi dan proses, 
(TI) atau teknologi informasi yang berhubungan untuk memproses, menyimpan, 
mengumpulkan, dan menyediakan sebagai output informasi yang diperlukan 
untuk mendukung sebuah organisasi atau instansi.” 
Dari kedua pendapat ahli di atas menghasilkan kesimpulan yaitu sistem 
informasi ialah komponen – komponen yang saling berinteraksi untuk mengolah, 
menyimpan, mengumpulkan, dan menghasilkan keluaran informasi yang 
diperlukan untuk membantu instansi atau organisasi. 
2.4 Tata Kelola Teknologi Informasi 
Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Koiman (2009:273), governance 
merupakan serangkaian prosesainteraksi politikaantara pemerintah dengan 
masyarakat dalamaberbagai bidangayang berkaitanadengan kepentingan 
masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. IT 
Governance atau tata kelolaateknologi informasi berfungsi untuk memastikan 
bahwa teknologi informasi yang dimiliki oleh perusahaan benar – benar memiliki 
nilai tambah atau manfaat bagi bisnisnya. Tata kelolaaTI adalahatanggungajawab 
eksekutifqdan dewanqdireksi, danqterdiri dari kepemimpinan,qstruktur 
organisasi dan proses yang memastikan TI perusahaan mendukung dan 
memperluas strategi dan tujuan organisasi. Berikut ini adalah focus area pada tata 




Gambar 2.2 Fokus Area Tata Kelola Teknologi Informasi  
(Sumber: ITGI,2007) 
1. Penyelarasan strategis (StrategicqAlignment): Berfokusqmemastikan 
.keterkaitan bisnis dan rencana TI. Area ini mendefinisikan, 
mempertahankan dan memvalidasi nilai teknologi informasi dan 
menyelaraskan antara operasi TI dengan operasi perusahaan. 
2. Penyampaian nilai (Value Delivery): Memastikan bahwa TIqmemberikan 
manfaat yang diharapkan terhadap strategi, berkonsentrasitpada 
optimalisasi biaya dan membuktikan nilai intrinsik TI. 
3. Manajemen sumber daya (ResourceqManagement): Berfokus mengenai 
optimalisasi investasi, dan manajemen yang tepat. Sumber daya TI yang 
dimaksud berupa aplikasi,pinformasi,.infrastruktur, dan manusia. 
4. Manajemen risiko (Risk Management): Berfokus pada pemahaman 
perusahaan untuk mengambil risiko, memahami persyaratan, transparansi 
tentang risiko terhadap perusahaan dan menanamkanptanggung jawab 
manajemen risiko ke dalam organisasi. 
5. Pengukuran kinerja (Performance Measurement): Pada area ini memiliki 
focus untuk memantau implementasi strategi, penyelesaian proyek, 
penggunaan sumber daya, kinerja proses dan penyampaianplayanan. 
Fokus area tata kelola teknologi informasi menggambarkan topik yang perlu 
ditangani oleh manajemen eksekutif untuk mengatur TI pada perusahaan. 
Manajemen operasional menggunakan proses untukpmengatur dan[mengelola 
kegiatan TI yang sedang’berlangsung. COBIT menyediakan model proses secara 
umum yang mewakili semua proses dalam fungsi TI, menyediakan model referensi 
umum yang dimengerti oleh\manajer TI dan bisnis operasional. Model 
proses=COBIT menyediakan’jembatan antara/apa yang harus dilakukan manajer 
operasional dan apa yang diinginkan\eksekutif. Untuk mencapai tata kelola yang 





2.5 COBIT 4.1 
2.5.1 Karakteristik COBIT 4.1 
COBIT[adalah sebuah kerangkaqkerja internasional dari ISACA dan IT 
Governance Institute yang digunakan untuk manajemen tata kelola teknologi 
informasi. Kerangka kerja ini dapat membantu memaksimalkan nilai teknologi 
informasi dan untuk kepentingan manajemen bisnis. COBIT memiliki fungsi antara 
lain: 
1. Sebagai standard dan meningkatkan program audit. 
2. Mendukung pengarahan audit secara rinci. 
3. Memberi petunjuk IT Governance. 
4. Sebagai penilaian kendali teknologi informasi. 
 
Gambar 2.3 Keterkaitan Domain pada COBIT 
(Sumber: ITGI,2007) 
COBIT mendefinisikanqkegiatan TIwdalam modelpproses generik dalam empat 
domain. Domain yang dimaksud adalah Plan and Organise (Merencanakan dan 
Mengatur), Acquire andpImplement (Memperoleh dan Menerapkan), Deliver and 
Support (Mengirimkan dan Mendukung), dan Monitor and Evaluate (Memantau 
dan Mengevaluasi). Kerangka kerja COBITqmenyediakan modelqproses dan 
bahasa umum untuk semua orang di suatu perusahaan untuk melihat dan 
mengelola kegiatan Teknologi Informasi. Suatu modelqproses mendorong 
kepemilikanwproses, memungkinkan untuk mendefinisikan tanggung 
jawabsdanoakuntabilitas. Berikut adalah domain yang terdapat pada COBIT: 
1. Plan and Organise (PO): Memberikan arahan untuk pengiriman solusi (AI) 
dan pengiriman layanan.(DS). 
2. Acquire2and Implement3(AI): Menyediakan solusiedan memberikannya 
untuk diubah menjadi2layanan. 
3. Deliver and2Support (DS):1Menerima solusi2dan menjadikannya dapat 
digunakan oleh pengguna akhir. 
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4. Monitor and Evaluate (ME): Memantau semua proses dan memastikan 
arah yang disediakan dapat dijalankan. 
2.5.2 Fokus Domain Deliver and Support (DS) 
Pada domain Deliver and Support berkaitan dengan pengiriman dari layanan 
yang dibutuhkan, yang meliputi pengiriman layanan, manajemen keamanan dan 
kesinambungan, dukungan layanan untuk pengguna, dan pengelolaan data dan 
fasilitas operasional. Domain ini terdiri dari 13 proses, yaitu: 
1. Proses DS1 : Define and manage service levels (Mendefinisikan dan 
mengelola tingkat layanan). 
Deskripsi proses:  
Proses ini adalah komunikasi yang dilakukan secara efektif antara pelanggan 
bisnis dan manajemen TI tentang jasa yang dibutuhkan melalui sebuah 
kesepakatan dan perjanjian tentang layanan TI dan tingkat layanan yang 
didokumentasikan. Selain itu, proses ini mencakup pemantauan dan pelaporan 
secara tepat waktu kepada para pemangku kepentingan mengenai tingkat layanan 
yang dicapai. Proses ini memungkinkan keselarasan antara kebutuhan bisnis dan 
layanan teknologi informasi. 
Tujuan pengendalian (Control Objectives): 
DS1.1 : Manajemen Tingkat Layanan 
Menetapkan kerangkaskerja yang menyediakanpproses manajemenxtingkat 
layananxantara pelangganddan penyediadlayanan. 
DS1.2 : Definisi Layanan 
Mendefinisikanwdasar darislayanan teknologi informasi, karakteristik layanan 
dan kebutuhan bisnis. 
DS1.3 : Perjanjian Tingkat Layanan 
Mendefinisikan dan menyetujui perjanjian tingkat layanan TI berdasarkan 
kebutuhan pelanggan dan kemampuan TI. 
DS1.4 Perjanjian Tingkat Operasi 
Menentukan perjanjian tingkat operasi yang menerangkan tentang 
bagaimanaelayanan akanodisampaikan untukumendukung perjanjian tingkat 
operasi secarasoptimal. 
DS1.5 Pemantauan dan Pelaporan Prestasi Tingkat Layanan 
Memantau kinerja tingkat layanan tertentu kemudian melakukan pelaporan 
dari pencapaian tingkat layanan bagi para pemangkuokepentingan.sHasil dari 
pemantauan kemudian dianalisis dan ditindaklanjuti yang digunakan 





DS1.6 Ulasan Tingkat Perjanjian Layanan dan Kontrak 
Meninjau tingkat perjanjian layanan dan kontrak secara optimal 
denganspenyedia layananxinternal dan eksternaluuntuk memastikan 
keefektifitasan dan informasi terkini mengenai perubahan dalam persyaratan. 
RACI Chart: 
 
Gambar 2.4 RACI Chart proses DS1 
(Sumber: ITGI,2007) 
Model tingkat kematangan: 
Levelp0 (Non-Existent):wManajemen tidak mengakui perlunya proses untuk 
mendefinisikan tingkat pelayanan./Akuntabilitas dan tanggung jawab tidak 
didefinisikan atau ditugaskan. 
Level112(Initial/Ad Hoc):sAda kesadaranqakan kebutuhan untukwmengelola 
tingkatqlayanan, namunsproses ini masih bersifat reaktif dan informal. Tidak 
didefinisikanntya tanggung jawab dan akuntabilitas tentang mengelola layanan. 
Pelaporan bersifat tidak konsisten dan informal. 
Levelp2 (Repeatableqbut intuitive): Ada tingkatqlayanan yang disepakati, 
tetapiobersifat informal dan.tidak ada dokumentasi. Pelaporan tingkat layanan 
tidak lengkap dan tidak relevan bagi pelanggan. Jika ada proses untuk pemenuhan 
persetujuan tingkat layanan, itu hanya bersifat reaktif. 
Level 3p(Defined process): Akuntabilitas dan tanggung jawab didefinisikan dengan 
baik. Layanan dan tingkat layanan didefinisikan, disepakati, dan didokumentasikan 
dengan proses secara standar.  
Level 4 (Managed and measurable): Peningkatan pendefinisian tingkat.layanan 
dalam mendefinisikan persyaratanosistem kemudian dituangkan dalam desain 
aplikasi danolingkungan/operasional. Penilaian dan pengukuran kepuasan 
pelanggan dilakukan secara rutin. Syarat untuk menentukan tingkatolayanan 
didasarkan pada kekritisan bisnis yang termasuk ketersediaan, keandalan, 
pertimbangan keamanan, kapasitas pertumbuhan, perencanaan berkepanjangan, 
dan dukungan pengguna. Melakukan analisa penyebab secara rutin saat 
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tingkat;layanan tidakiterpenuhi. Proses pelaporan untukupengendalian tingkat 
layanan dilakukan dengan baik. 
Level 5 (Optimised): Melakukan evaluasi tingkat layanan secara terus - menerus 
untuk memastikan tujuan bisnis dengan keselarasan TI. Tingkat kepuasan 
pelanggan terus dipantau dan dikelola. Manajemen TI memiliki akuntabilitas dan 
sumber daya yang dibutuhkan agar memenuhi targetotingkat layanan, dan untuk 
memberikanitambahan untuk memenuhi target tersebut.  
2. Proses DS2 : Manage third-party services (Mengelola layanan pihak ketiga). 
Deskripsi proses: 
 Dalam memenuhi persyaratan bisnis memerlukan proses manajemen pihak 
ketiga yang efektif. Oleh karena itu dibutuhkan pemastian layanan yangqdiberikan 
oleh pihakaketiga (vendor,ppemasok,qdan mitra). Proses ini dilakukan dengan 
mendefinisikan tanggung jawab, peran, serta harapan?pada perjanjian 
pihak?ketiga dan memantau perjanjian agar dapat terlaksana secara efektif. 
DS2.1 Identifikasi Hubungan Semua Pemasok 
Mengidentifikasi dan mengkategorikan layanan pemasok sesuai dengan 
jenisnya. Melakukan dokumentasi formal yang termasuk tanggung jawab, peran, 
sertaitujuan yang diharapkanpdari pemasok. 
DS2.2 Manajamen Hubungan Pemasok 
Melakukan proses manajemen hubungan secara formal untuk tiapopemasok 
serta harus saling bekerjaopada isu – isu2pelanggan danxmemastikanokualitas 
hubungan berdasarkan transparansixdan kepercayaan. 
DS2.3 Manajemen Risiko Pemasok 
Melakukan identifikasi dan mengurangi risiko yang berkaitan dengan 
kemampuan pemasokxdalam melanjutkanxpelayanan secara efektifkdan efisien 
secara terus menerus. 
DS2.4 Pemantauan Kinerja Pemasok 
Melakukan penetapan proses untukxmemantau pelayanan demi memastikan 
pemasok mematuhi perjanjianxserta memenuhi kebutuhan sesuai kontrak serta 












Gambar 2.5 RACI Chart proses DS2 
  (Sumber: ITGI,2007) 
 
Model tingkat kemantangan: 
Level 0 (Non-Existent): Akuntabilitas dan tanggung jawab tidak didefinisikan. Tidak 
ada prosedur formal dan kebijakan mengenai kontrak dengan pihak ketiga. Tidak 
ada kegiatan pelaporan danxpengukuranspihak ketiga. Manajemenxtidak 
menyadari kualitas layanan yang disampaikan. 
Level 1 (Initial/Ad Hoc): Kebutuhan untuk memiliki prosedurxdan kebijakan 
pengelolaan pihakzketiga disadari oleh manajemen. Standar perjanjianxdengan 
penyedia layanan pihak ketiga tidak dilakukan persyaratan. Pengukuranxlayanan 
yang diberikan bersifat reaktif dan informal.  
Level 2 (Repeatable but intuitive): Proses dalam mengawasi pemasok atau pihak 
ketiga dan pengiriman layanan masih bersifat informal. Kontrak yang 
ditandatangani dan digunakan dengan syarat dan ketentuan standar vendor 
(misalnya, deskripsi layanan yang akan disediakan). Ada laporan tentang layanan, 
tetapi tidak mendukung tujuan bisnis. 
Level 3 (Defined process): Prosedur untuk mengatur layanan pihakxketiga 
didokumentasikan dengan baik dan dengan proses yang jelas. Membuat 
kesepakatan kontrak dengan pihak ketiga mengenai penyediaan jasa. Pada 
kontrak tersebut terdapat beberapa proses yang meliputi operasional, hukum dan 
kontrolxpersyaratan. Melakukan penilaian danxpelaporan mengenai risiko bisnis 
yang terkait. 
Level 4 (Managed and measurable): Menetapkan standarxuntuk mendefinisikan 
lingkup pekerjaan, biaya, jadwal, jasa yang akanxdiberikan, serta tanggung jawab. 
Mendefinisikan tanggung jawab dan persyaratan pelayanan untuk kontrak dan 
manajemen pihak ketiga terkait dengan tujuan bisnis. 
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Level 5 (Optimised): Melakukan penandatanganan kontrak secara periodic 
denganxpihak ketiga. Memberikan definisi mengenai tanggung jawab mengenai 
pengelolaan kualitasxlayanan dan pihak ketiga. Bukti kesesuaian kontrak untuk 
operasional, ketentuan hukum dan kontrol dipantau, dan melakukan koreksi 
terkait potensi masalah dengan pihak ketiga.  
3. Proses DS3 : Manage performance and capacity (Mengelola kinerja dan 
kapasitas). 
Deskripsi proses: 
Kebutuhan untuk mengelola kinerja dan kapasitas sumber daya TI 
membutuhkan proses untuk secara berkala meninjau kinerja dan kapasitas 
sumber daya TI saat ini. Proses ini meliputi peramalan kebutuhan masa depan 
berdasarkan beban kerja, penyimpanan dan kontingensi persyaratan. Proses ini 
memberikan jaminan bahwa sumber informasi yang mendukung kebutuhan bisnis 
yang terus-menerus tersedia. 
DS3.1 Kinerja dan Perencanaan Kapasitas 
Menetapkan proses perencanaan untuk meninjau kinerja dan kapasitas 
sumber daya TI untuk memastikan kapasitas biaya dan kinerja yang tersedia dapat 
dibenarkan untuk memproses beban kerja sesuai dengan perjanjian tingkat 
layanan. 
DS3.2 Kinerja dan Kapasitas 
Menilai kinerja dan kapasitas sumber daya TI saat ini untuk menentukan 
apakah cukup untuk dikirimkan sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati. 
DS3.3 Kinerja Masa Depan dan Kapasitas 
Melakukan kinerja dan kapasitas peramaian sumber daya TI secara berkala 
untuk meminimalisir risiko gangguan layanan karena kapasitas yang tidak 
memadai atau penurunan kinerja dan mengidentifkasi kelebihan kapasitas untuk 
memungkinkan pemindahan. 
DS3.4 Ketersediaan Sumber Daya TI 
Menyediakan kapasitas dan kinerja yang diperlukan. Memperhitungkan aspek 
seperti beban kerja normal, kontijensi, persyaratan penyimpanan, dan siklus hidup 
sumber daya TI. 
DS3.5 Pemantauan dan Pelaporan 
Memantau kinerja dan kapasitas sumber daya TI secara terus menerus untuk 
memenuhi dua tujuan yaitu mempertahankan dan menyempurnakan kinerja TI 








Gambar 2.6 RACI Chart proses DS3 
  (Sumber: ITGI,2007) 
 
Model tingkat kematangan: 
Level 0 (Non-Existent): Manajemen tidak mengakui bahwa proses bisnis utama 
mungkin memerlukan tingkat kinerja yang tinggi dari TI atau bahwa kebutuhan 
bisnis secara keseluruhan untuk layanan TI dapat melebihi kapasitas. Tidak ada 
proses perencanaan kapasitas. 
Level 1 (Initial/Ad Hoc): Pengguna merancang solusi untuk kendala kinerja dan 
kapasitas. Ada sedikit apresiasi kebutuhan kapasitas dan perencanaan kinerja 
dengan pemilik proses bisnis. Tindakan yang diambil terhadap pengelolaan kinerja 
dan kapasitas bersifat reaktif. Proses untuk kapasitas perencanaan dan kinerja 
informal. Pemahaman kapasitas dan kinerja sumber daya TI saat ini dan masa 
depan terbatas. 
Level 2 (Repeatable but intuitive): Bisnis dan manajemen TI menyadari dampak 
dari tidak mengelola kinerja dan kapasitas. Kebutuhan kinerja umumnya dipenuhi 
berdasarkan penilaian sistem individu dan pengetahuan dukungan dan proyek 
tim. Tidak ada penilaian secara keseluruhan kemampuan kinerja TI. Setiap 
pengukuran kinerja terutama didasarkan pada kebutuhan TI dan bukan pada 
kebutuhan pelanggan. 
Level 3 (Defined process): Kinerja dan kapasitas persyaratan yang ditetapkan 
sepanjang siklus hidup sistem. Ada persyaratan tingkat layanan pasti dan metrik 
yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja operasional. Kinerja dan kapasitas 
masa depan dimodelkan mengikuti proses yang ditetapkan.  
Level 4 (Managed and measurable): Proses dan alat yang tersedia untuk mengukur 
penggunaan sistem, kinerja dan kapasitas, dan hasilnya dibandingkan dengan 
tujuan yang ditetapkan. Informasi yang up to date tersedia, memberikan statistik 
kinerja standar dan mengingatkan insiden yang disebabkan oleh kinerja cukup dan 
kapasitas. Kinerja dan kapasitas statistik dilaporkan dalam hal proses bisnis, 
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sehingga pengguna dan pelanggan memahami tingkat layanan TI. Pengguna 
merasa puas dengan kemampuan layanan saat ini dan mungkin menuntut tingkat 
ketersediaan yang baru dan ditingkatkan. 
Level 5 (Optimised): Kinerja dan kapasitas rencana sepenuhnya disinkronkan 
dengan perkiraan permintaan bisnis. Metrik untuk mengukur kinerja dan kapasitas 
TI telah diselaraskan ke ukuran hasil dan indikator kinerja untuk semua proses 
bisnis kritis dan secara konsisten diukur. 
4. Proses DS4 :Ensure.continuous servicel(Memastikan layanan berkelanjutan). 
Deskripsi proses:  
Dalam menyediakan layanan TI yang berkelanjutan diperlukan pengujian, 
pemeliharaan, dan pengembangan rencana kesinambungan TI dengan 
memanfaatkankpenyimpanan di luar dan memberikanapelatihan rencana.secara 
berkelanjutan. Dengan proses pelayanan yang berkesinambungan dapat 
meminimalkankdampak dariegangguan layanan TIwyang besaradi dalamafungsi 
bisnis yang.utama. 
DS4.1sKerangka kerja TI yang Berkesinambungan 
Mengembangkan.kerangka kerja,pada kelangsunganaTI untuk/mendukung 
manajemen bisniszperusahaan/menggunakanvproses yang konsisten. 
DS4.2 Rencana TI Berkesinambungan 
Mengembangkan rencana TI yang berkesinambungan berdasarkan kerangka 
kerja dan dirancang agar mengurangi dampak dari gangguan besar pada proses 
dan fungsiibisnis. 
DS4.3 Sumber DayaaTI yang Kritis 
Memfokuskan perhatianapada halxyang palingzpenting dalam perencanaan 
TI yang berkesinambungan untuk membangunzdan menetapkanaprioritas dalam 
memulihkan,keadaan. 
DS4.4 Pemeliharaan Perencanaan TI yang Berkesinambungan 
Mendorongamanajemen TIwuntuk menentukan dan melakukan kontrol 
prosedur perubahan dan untuk memastikanwrencana TIwberkesinambungan 
selalusterkini dan mencerminkanekebutuhan bisnis yangesebenarnya. 
DS4.5 Pengujian Perencanaan TI Berkesinambungan 
Melakukan pengujianwrencana TI berkesinambungan secara teratur untuk 
memastikan sistem TI dapat pulih secara efektif, kekurangan ditangani, dan 
rencana tetapsrelevan. 
DS4.6 Pelatihan Perencaan TI Berkesinambungan 
Menyediakan pelatihanwrutin kepada?semua pihak mengenai?prosedur, 
peran,0dan tanggung jawab dalamrinsiden atau bencana. 
DS4.7 Distribusi Rencana Kontinuitas 
Menentukan strategi distribusi ditetapkan dan berhasil, untuk memastikan 
ketersediaan, perencanaan telah sesuai dan aman didistribusikan. 
DS4.8 Pemulihan Layanan TI dan Pemulaian Kembali 
Membuat rencana tentangwtindakan apaeyang akanadiambil ketika TI sudah 
mulai>pulih dan akanamelanjutkanslayanan. 
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DS4.9 Penyimpanan Cadangan di Luar Kantor 
Menyimpan media backup di luar kantor, dokumentasikdan sumbersdaya TI 
yang diperlukanauntuk pemulihan.dan kelangsunganarencana bisniseTI. 
DS4.10 Peninjauan paska pemulaian kembali. 
Menentukan apakah manajemen TI telahamembentuk prosedur.untuk 
menilai kecukupan.rencana yang?berhubungan denganrmemulai kembali fungsi 
TI setelah insiden, dan melakukanspembaruan rencana.  
RACI Chart: 
 
Gambar 2.7 RACI Chart proses DS4 
(Sumber: ITGI,2007) 
Model tingkat kematangan: 
Level 0s(Non-Existent): Tidakeada”pemahaman tentang risiko, kerentananedan 
ancamanrterhadap operasieTI atau dampaksdari hilangnya layanan TI untuk 
bisnis. Kelangsungan pelayanan tidakadianggap perlu perhatiankmanajemen. 
Level 1 (Initial/Ad Hoc):aTanggung jawabeuntuk layananamasih bersifat/informal, 
dan wewenangauntuk melaksanakanatanggung jawabeterbatas. Manajemen 
menjadi sadar akan risiko yang terkait dengan dan kebutuhan untuk layanan 
secara berkelanjutan. Fokusnperhatian manajemen padaxlayanan berkelanjutan 
adalahspada sumberadaya infrastruktur,ebukan padaslayanan TI. Pengguna 
menerapkan solusi dalam menanggapi gangguan layanan.  
Level 2 (Repeatabledbutsintuitive): Tanggungzjawab untuk memastikandlayanan 
secara berkelanjutan dilakukan. Pendekataneuntuk memastikanlpelayanan yang 
berkesinambungansterfragmentasi. Tidak ada rencana TI berkesinambungan yang 
terdokumentasi. 
Level 3 (Defined process): Mendefinisikan dan menugaskan tanggungajawab 
perencanaan layanan secara berkelanjutan. Rencana kesinambungan TI 
didokumentasikan dan didasarkan pada kekritisanesistem dan dampak bisnis. Ada 
laporan periodik pengujian pelayanan yang berkesinambungan. Manajemen 
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berkomunikasi dengan konsisten kebutuhan untuk merencanakan dan 
memastikan pelayanan yang berkesinambungan.  
Level 4 (Managed and measurable): Melakukan tanggungsjawab dan.standar 
untuk layananssecara berkelanjutan.aMenugaskan tanggung jawab untuk 
mempertahankansrencana layananssecara.berkelanjutan. Kegiatan,pemeliharaan 
didasarkanspada hasildpengujiandpelayanansyang.berkesinambungan,xpraktek-
prakteksyang baik internal,eperubahandTI dan.lingkungan/bisnis. Mengumpulkan 
, menganalisis, dansmelaporkan data terstruktur tentang layanan secara terus -
smenerus. 
Level 5 (Optimised): Rencana kesinambungan TI terintegrasiedengan rencana 
kelangsungan bisnis dan dipertahankan secara rutin. Persyaratan untuk 
memastikan layanan terus – menerus dijaminedari vendor.dan pemasokeutama. 
Mengumpulkanedan menganalisissdata yang digunakanruntuk perbaikanusecara 
terus - menerus. Manajemen memastikan bahwa insiden tidak akan terjadi akibat 
kegagalan. 
5. Proses DS5p:rEnsure systemsesecurity (Memastikanrkeamanan sistem). 
Deskripsiaproses:  
Proses manajemen keamanan dibutuhkan untuk menjaga integritas informasi 
danamelindungi aseteTI. Prosesxini meliputi membangun dan mempertahankan 
peran keamanan, kebijakan, standar, dan prosedur TI. Manajemen keamanan 
yang efektifsmelindungi semuasaset TI untuk meminimalkansdampak bisnisedari 
kerentanan.keamanan dansinsiden. 
DS5.1 Pengelolaan KeamanansTI 
Mengelola keamananxTI di tingkatsorganisasi tertinggissecara tepat, sehingga 
pengelolaanstindakan keamananesejalan denganakebutuhanabisnis. 
DS5.2aRencana,KeamananaTI 
Menerjemahkan bisnis, risiko,adan persyaratan kepatuhan dalam.rencana 
keamanan TIdsecara menyeluruh denganxmempertimbangkan infrastruktursTI 
danabudaya keamananaTI. 
DS5.3 Mengidentifikasi Manajemen 
Memastikan semua pengguna dan aktifitas pada sistem TI diidentifikasi. 
DS5.4 Manajemen Akun Pengguna 
Meminta, membangun, menerbitkan, menangguhkan,amemodifikasi,xdan 
menutupxakun penggunaedan hakapenggunaeterkait dengandserangkaian 
prosedur manajemen akunspengguna. 
DS5.5 Pengujian Keamanan, Pengawasan, dan Pemantauan 
Mengetes dan memonitor pelaksanaan keamanan TI secara aktif. 
KeamananaTI harus dinilai kembali kelayakan secara tepat waktu untuk 




Mendefinisikan denganajelas dan mengkomunikasikan karakteristikfinsiden 
keamanan sehingga dapat diklasifikasikan dan diperlakukan dengan proses 
manajemen insiden dan masalah. 
DS5.7aPerlindungan Keamanan Teknologi 
Membuatateknologisyangeberhubungan dengan ketahanan keamanan 
terhadap gangguan, dan tidak mempublikasikan dokumentasi keamanan yang 
tidak perlu. 
DS5.8 Pengelolaan Kunci Kriptografi 
Menentukan kebijakan.e dan.s prosedur untuk mengatur perubahan, 
pencabutan, distribusi, sertifikasi, penyimpanan, penggunaan, dan pengarsipan 
kunci kriptografi untuk menjamin perlindungan terhadap modifikasi dan 
pengungkapan yang tidak sah. 
DS5.9 Pencegahan,aDeteksi,fdan KoreksiuPerangkat LunakdBerbahaya 
Memberi masukan mengenai langkah – langkah perbaikan padaaorganisasi 
untuk melindungirsistemrinformasi daneteknologi darismalware. 
DS5.10aKeamanankJaringan 
Menggunakansteknik dan prosedurakeamanan manajemeneterkait untuk 
mengizinkan aksesadan control arus informasifdari dan.ke.jaringan. 
DS5.11 Pertukaran Data Sensitif 
Pertukaranedata transaksiasensitif hanya melaluiajalur terpercaya.atau 
media dengandkontroleuntuk menyediakan/keaslian konten, bukti/penyerahan, 
bukti>penerimaan danstidak menolak keaslian.  
RACI Chart: 
 






Model tingkat kematangan: 
Level 0d(Non-Existent): Organisasi tidak menyadari.kebutuhan.untuk/keamanan 
IT. Tidak menugaskan tanggungdjawab danaakuntabilitas untukrmemastikan 
keamanan serta.langkah-langkah yangrmendukung manajemenakeamanan TI 
tidak dilaksanakan.  
Level 1k(Initial/Ad Hoc): OrganisasiamengakuiaperlunyaskeamanansIT dan 
memiliki kesadaran akanakeamanan TI.  
Level 2 (Repeatableabutsintuitive): Kesadaranaakan kebutuhaneuntuk keamanan 
terbatas. Layanansdari pihak.ketiga tidak memenuhi kebutuhanakeamanan 
khusus daridorganisasi. Pelaporanekeamanan TIatidak lengkapedan tidak sesuai.  
Level 3 (Defined process): Prosedur keamanan TI didefinisikan dan sejalansdengan 
kebijakan.keamananaTI. Sudah menugaskan tanggung jawab untuk keamanansTI 
tetapi pelaporan keamananatidakasesuaiafokus.bisnis. 
Level 4a(Managedwandameasurable): Mendefinisikan dan mengelola tanggung 
jawabsuntuk keamananaTI. Melakukan analisis tentang dampak dan risiko 
keamanan TI. Merencanakan dan mengelola pelatihan keamanan TI dengan cara 
merespon kebutuhanabisnis dan risikoakeamanan yangdditetapkan. Tujuan.untuk 
manajemenekeamananasudahdditetapkan tetapi belumsdilakukan pengukuran 
atau penilaian. 
Level 5d(Optimised): KeamanansTI adalah tanggung jawab manajemen TI yang 
sesuai tujuan keamanan bisnis. Mendefinisikan persyaratanakeamanan TIesecara 
jelas. Melakukan pengukuran dan mengkomunikasikan terkait manajemen 
keamanan.  
6. Proses DS6 : Identify and Allocate Costs (Mengidentifikasi dan 
Mengalokasikan Biaya). 
Deskripsi proses: 
Proses ini termasuk pembangunan dan sistem operasi untuk membuat, 
mengalokasikansdan melaporkandbiaya TI untuk para penggunadjasa. 
Sistemxyang sesuai memungkinkanxbisnis untuknmembuat keputusanxyang lebih 
mengenai penggunaanelayanan.TI. 
DS6.1 Definisi Layanan 
Mengidentifikasi dan memetakan semua biaya layanandTI agar mendukung 
model biaya yang transparan. 
DS6.2 Akuntansi TId 
Menangkap dan mengalokasikan biaya aktual sesuai dengan model biaya 
perusahaan. 
DS6.3 Pemodelan Harga dan Biaya 
Membuat dan menggunakan model biaya TI didasarkan pada definisi”layanan 
yang mendukung perhitungan tagihan tarif per layanan. 
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DS6.4 Pemeliharaan Model Biaya 
Meninjau dan mematok model biaya secara teratur untuk mempertahankan 
relevansi dan kesesuaian kegiatan bisnis dan perkembangan TI. 
RACI Chart: 
 
Gambar 2.9 RACI Chart proses DS6 
(Sumber: ITGI,2007) 
Model tingkat kematangan: 
Level 0 (Non-Existent): Kurang lengkapnya dari setiap proses dalam 
mengidentifikasi dan mengalokasikansbiaya sehubungan denganalayanan 
informasixyang.diberikan. Organisasi tidak menyadari ada masalah yangsharus 
diurus mengenai akuntansisbiaya, dan tidak ada komunikasi mengenaizini. 
Level 1a(Initial/AdsHoc): Ada pemahamanatentang biaya keseluruhan untuk 
layananxinformasi, tetapi tidak ada rincian biayawpengguna,opelanggan, 
departemen, kelompok pengguna, fungsi layanan, dan proyek.  
Level 2x(Repeatableabuteintuitive): Adaskesadaran tentangakebutuhan untuk 
mengidentifikasi danamengalokasikan biaya. Tidak adaspelatihan formaldatau 
komunikasidpada identifikasikbiaya dan/prosedurpstandar dan tidak menugaskan 
tanggung jawab untukspengumpulan atauzalokasipbiaya. 
Level 3 (Definedcprocess): Layanan informasi modelobiaya dan proses yang 
berhubungan dengan biaya TI didefinisikan.danSdidokumentasikan.  
Level 4 (Managedaandxmeasurable): Mendefinisikan dan memahami layanan 
informasi biaya manajemen dan akuntabilitas di semua tingkat dan didukung oleh 
pelatihan formal. Mengidentifikasi dan melaporkan biaya langsung dan tidak 
langsung secara tepat waktu dan otomatis kepada manajemen, pemilik proses 
bisnis dan pengguna.  
Level 5 (Optimised): Mengidentifikasi, merangkum dan melaporkan biayaslayanan 
yang diberikan kepada manajemen,apemilik prosesxbisnisxdan pengguna. 
Rincianxbiaya mendukungepersetujuan tingkat layanan (SLA). Pemantauan dan 




7. Proses DS7 : Educatesand trainwusers (Mendidikedan melatihspengguna). 
Deskripsixproses: 
Pendidikan yang efektif dari semua pengguna sistem TI, membutuhkan 
identifikasi, definisi, dan melaksanakan kebutuhan pelatihan masing-masing 
kelompok pengguna. Program pelatihan yang efektif dapat meningkatkan 
penggunaan teknologi secara efektif dengan mengurangi kesalahanspengguna, 
meningkatkanOproduktivitasSdanskepatuhan. 
DS7.1 Identifikasi Pendidikan dan Kebutuhan Pelatihan 
Membuat dan memperbaruixkurikulum dengan teraturruntukgmasing – 
masingdkelompokasasaran karyawan dengansmempertimbangkanfkebutuhan 
bisnisssaatsini danxmsa depan, nilai informasi dan perusahaan, infrastruktur, dan 
metode penyampaian. 
DS7.2 Pengiriman Pelatihan dan Pendidikan 
Mengidentifikasi sasaran kelompok dan anggotanya berdasarkan kebutuhan 
Pendidikan dan pelatihan, mekanisme pengiriman yang efisien, guru, pelatih, dan 
mentor. 
DS7.3 Evaluasi Penerimaan Pelatihan 




Gambar 2.10 RACI Chart proses DS7 
(Sumber: ITGI,2007) 
 
Model tingkat kematangan: 
Level 0 (Non-Existent): Organisasistidak menyadari adanyasmasalah yang harus 
dihadapi sehubungan dengan pelatihan dan tidak adaxkomunikasi tentang 
masalahdini. 
Level 1 (Initial/AddHoc): Organisasixmengakui adanyaskebutuhan untuk program 
pelatihanxdan pendidikan,.tetapi tidaksadaoproses standar. Program pelatihan ini 
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diharapkan dapat mengatasi masalahsperilaku, kesadaranzkeamanan sistemhdan 
praktikjkeamanan. 
Level 2a(Repeatable butwintuitive): Adaskesadaran tentangskebutuhan untuk 
programvpelatihan dan pendidikan pada organisasi. Mengidentifikasi dan 
merencanakanfpelatihan kinerjaxkaryawan. 
Level 3y(Definedgprocess): Membuat sebuah programdpelatihan dandpendidikan 
yangadikomunikasikan sertaamendokumentasikannya. Membuat anggaran, 
sumber daya, fasilitas.danspelatihuuntuk mendukungxprogram. 
Level 4 (Managed and measurable): Sudah ada programxpelatihan dan 
pendidikansyang memberikanehasil yangxterukur. Mendefinisikan dengan jelas 
tanggungfjawab dan kepemilikansproses. Manajemen meninjauddan 
memperbaruixprogramrpelatihan danependidikan.  
Level 5 (Optimised): Menyediakan anggaran,esumber daya, fasilitasmdan 
instruktur yangwcukupauntuk program-program pelatihan dan pendidikan karena 
merupakan komponen penting dalam karyawan. Semua masalahadianalisisauntuk 
mengetahuispenyebab,edan.tindakanayang harus dilakukan. 
8. Proses DS8 : Manage service desk and incidents (Mengelola service desk dan 
insiden).  
Deskripsi proses: 
Proses ini termasuk menyiapkan fungsi service desk, insiden, tren dan analisis 
penyebab terjadinya insiden serta solusi terhadap insiden tersebut. Manfaat yang 
dapat diperoleh antara lain peningkatanwproduktivitas melaluiaresolusi cepat 
dari permintaan pengguna dan dapat mengatasi penyebab permasalahanamelalui 
pelaporandyang efektif. 
DS8.1 ServicejDesk 
Membuat fungsi service desk yang merupakan user interace TI untuk 
berkomunikasi, mengirimkan dan menganalisa semua panggilan, melaporkan 
insiden, permintaan layanan,wdanetuntutan informasi. 
DS8.2 PendaftaranzPertanyaan Pelanggan 
Membuat fungsisdan sistem.untuk memungkinkan.pemilihan danspelacakan 
panggilan,winsiden, permintaanklayanan danfkebutuhantinformasi. 
DS8.3 Peningkatan Insiden 
Menetapkan prosedur service desk agar insiden dapat diselesaikanwsecara 
tepat sesuaihdengan batas – batasqyang ditentukansdalam perjanjian tingkat 
layanan. 
DS8.4 Penutupan Insiden 
Menetapkan prosedur untuk secara tepat waktu memantau dan 




DS8.5 Pelaporan dan Analisis Kecenderungan 
Menghasilkan laporanskegiatan serviceadesk agar manajemen dapat 
mengukur kinerja pelayanan dan waktu responwlayanan serta mengidentifikasi 
masalahjyang.berulang, sehinggasdapat meningkatkan layanan. 
RACI Chart: 
 
Gambar 2.11 RACI Chart proses DS8 
(Sumber: ITGI,2007) 
Model tingkat kematangan: 
Level 0 (Non-Existent): Tidak terdapat dukungan untuk menyelesaikan pertanyaan 
pengguna. Terdapat kekurangan dari proses manajemen insiden. Organisasiktidak 
mengakuiwadanya masalahsyang harus ditangani. 
Level 1a(Initial/AdhHoc): Manajemenwmengakui bahwa proses didukung oleh 
alat dan orangdyang diperlukan untuk menanggapi permintaan penggunasdan 
mengelolaaresolusixinsiden. Tidak adanya monitor permintaan pengguna, insiden 
dari manajemen.  
Level 2 (Repeatable.but.intuitive): Organisasi menyadari perlunya fungsi meja 
layanan dan proses manajemen insiden. Tidak adanya pelatihan formal dan 
komunikasidpada prosedur danetanggung jawabwkepada individu. 
Level 3 (DefineddProcess): Kebutuhansuntuk proses fungsiameja layanan dan 
manajemenwinsidenjdisadari. Dokumentasiddan pelatihanesecara formal telah 
dilakukan. Pengguna sudah menerimaskomunikasi yangejelas untukwmelaporkan 
masalah danqinsiden. 
Level 4 (Managed and measurable): Pemahaman penuh mengenaiwmanfaat 
proses manajemen insiden di semua tingkatan organisasi, dan fungsi meja layanan 
telah dilakukan. Personil service desk dilatih, dan proses ditingkatkan 
melaluiupenggunaan perangkatwlunak. 
Level 5 (Optimised): Prosessmanajemen insiden danylayanan fungsismeja 
ditetapkanddan terorganisasi denganhbaik. Melakukan pengukuran 
danspelaporan denganabaik. Manajemen menggunakan alat yangwterintegrasi 




9. ProseswDS9 : Manage the configuration (Mengelola konfigurasi). 
Deskripsi proses: 
Memastikanqintegritaswkonfigurasisperangkatakeras danjperangkat lunak 
membutuhkanswpembentukanzwdanwwpemeliharaansssrepositoriwkonfigurasi 
yangalengkap. Prosesaini termasuk mengumpulkanwinformasi konfigurasixawal, 
memverifikasi informasi konfigurasiaaudit, danwmemperbarui repositori 
konfigurasi yangadiperlukan. Manajemen konfigurasi dapatsmembantu 
ketersediaan sistem yang lebihabesar, meminimalkanxmasalah produksihdan 
menyelesaikanwmasalahwdengan lebihgcepat. 
DS9.1 Repositori Konfigurasi dan Baseline 
Membangunwalataapendukung dan sebuah repositori pusat untuk 
menampung semua informasiwyang relevan pada item konfigurasi. 
DS9.2 Identifikasi dan Pemeliharaan Konfigurasi Produk 
Menetapkan prosedur konfigurasi untuk mendukung pengelolaan dan 
pemilihan semua perubahan ke repositori konfigurasi. 
DS9.3 Peninjauan Integritas Konfigurasi 
Meninjau data konfigurasi secara berkala untuk memverifikasi dan 
mengkonfirmasifintegritas dari konfigurasi terdahulu dan saat ini. 
RACI Chart: 
 
Gambar 2.12 RACI Chart proses DS9 
(Sumber: ITGI,2007) 
 
Model tingkat kematangan: 
Level 0 (Non-Existent): Manajemenqtidak menyadariamanfaat prosesayang 




Level 1 (Initial/Ad Hoc): Manajemen menyadari kebutuhan pengelolaan 
konfigurasi. Tugas manajemen konfigurasi dasar, seperti memelihara persediaan 
perangkat keras dan perangkat lunak dilakukanasecara individual. 
Level 2a(Repeatable but intuitive): Manajemen menyadari kebutuhanxuntuk 
mengendalikan konfigurasi TI dan memahami manfaat dari informasi konfigurasi 
yang lengkap dandakurat tetapi tidakhdidokumentasikan dengan baik. 
Level 3 (Definedwprocess): Melakukan dokumentasisprosedur dan praktek kerja 
tetapi pelatihan dan penerapan standar tergantung kepada individu. 
Penyimpanganedari prosedur tidakdterdeteksi dan verifikasi fisik tidak dilakukan 
secara konsisten. 
Level 4 (Managed and measurable): Menyadari kebutuhan untuk mengelola 
konfigurasiadi semua tingkatworganisasi. Prosedur dan standar dikomunikasikan 
dan diimplementasikan ke dalam pelatihan, dan melakukan pemantauan serta 
melaporkan jika ada penyimpangan.  
Level 5 (Optimised): Semua aset TI dikelola dalam sistem manajemen konfigurasi 
pusat yang berisi semua informasi yang diperlukan tentang komponen dan 
hubungan timbal balik. Pada proses yang saling berkaitan terintegrasi dengan baik 
dan menggunakan data konfigurasi secara otomatis.  
10. Proses DS10 : ManagesProblems (Mengelola masalah). 
Deskripsi proses: 
Pada manajemen masalah melingkupi merumuskan rekomendasi untuk 
perbaikan, pemeliharaan catatan masalah dan melakukan koreksi. Proses 
manajemen masalah yang efektif dapat memaksimalkan ketersediaan sistem, 
meningkatkan tingkat layanan, mengurangi biaya, dan meningkatkan kenyamanan 
serta kepuasan pelanggan. 
DS10.1 Identifikasi.dan KlasifikasiwMasalah 
Melaporkan dan mengklasifikasikan masalahwyang telah diidentifikasi 
sebagai bagian dari manajemenwinsiden. 
DS10.2 Pelacakan Masalah dan Resolusi 
Memastikan sistem manajemen masalah menyediakancfasilitas yang 
memadaiwyang memungkinkanapelacakan, analisa, dan menentukansakar 
penyebab semuasmasalah. 
DS10.3 PenutupansMasalah 
Menempatkan prosedur untuk menutup catatan masalah baik setelah 
menghapus kesalahan yang diketahui atau setelahwperjanjian denganabisnis 






DS10.4 IntegrasisKonfigurasi,wInsiden,.dan ManajemencMasalah 
Mengintegrasikanxproses yang terkait konfigurasi,sinsiden, dansmanajemen 




Gambar 2.13 RACI Chart proses DS10 
(Sumber: ITGI,2007) 
Model tingkat kematangan: 
Level 0 (Non-Existent): Organisasi tidak menyadariakebutuhan untukxmengelola 
masalah karena tidak ada usahaxyang dibuateuntuk mengidentifikasispenyebab 
masalah. 
Level 1 (Initial/AdcHoc): Organisasi menyadari kebutuhanFuntuk mengelola dan 
menyelesaikanamasalah. Organisasi memberikan beberapa bantuan dengan 
masalah yang berkaitan dengansbidang keahlianwmereka tetapi tanggungwjawab 
tidakaditugaskan.  
Level 2 (Repeatable.but;intuitive): Ada kesadaran akan kebutuhan dan manfaat 
dariwpengelolaan masalahayang berkaitanadengan TI. Proses berkembang ke titik 
di mana beberapasindividu bertanggung jawabvuntuk mengidentifikasikdan 
menyelesaikanlmasalah.  
Level 3 (Defined process): Kebutuhan sistem manajemen masalah terintegrasi dan 
dibuktikan.dengan dukunganamanajemen. Membuat anggaransuntuk staf 
danspelatihan. Membuat standar untuk/menyelesaikan masalah. Melakukan 
peninjauan dan analisis manajemenwinsiden secara terbatassdan informal. 
Level 4 (Managed and measurable): Proses manajemen masalah dipahami di 
semua tingkatan dalam organisasi. Melakukan dokumentasi, mencatat, 
mengkomunikasikan, dan mengukur masalah. Manajemen masalah terintegrasi 
dengan baik dengan proses yang saling berkaitan,sseperti kejadian,eperubahan, 
dansketersediaan.  
Level 5 (Optimised): Proses manajemen masalah berkembang menjadi satu dan 
memberikan kontribusi untuk tujuan TI. Melakukan dokumentasi, pelaporan?dan 
analisis masalah secaraaotomatis danaterintegrasi denganxmanajemen. Proses 
manajemen masalah dianalisis untuk perbaikan secara terus – menerus 
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berdasarkan analisis dari langkah - langkah danadilaporkan kepada pemangku 
kepentingan. 
11. Proses DS11 : Manage data (Mengelola Data). 
Deskripsi proses: 
Identifikasizdatasdibutuhkan untuk manajemenxdata yang efektif.cProses 
manajemenxdata meliputi pembentukanwprosedur yang efektif untuk mengelola 
media perpustakaan, pemulihan data, serta media pembuangan. Manajemen 
datasyang efektifxmembantu memastikanOkualitas, ketepatanSwaktu dan 
ketersediaan?dataXbisnis. 
DS11.1 Persyaratan Bisnis untuk Manajemen Data 
Memverifikasi semua data untuk diolah danddiproses secara lengkap,dakurat, 
tepatowaktu, danvsemua keluaran disampaikan sesuai dengan kebutuhan bisnis. 
DS10.2 Pengaturan Penyimpanan dan Retensi 
Mendefinisikan dan menerapkan prosedur untuk penyimpanan data yang 
efektif dan efisien. Pengarsipan danspenyimpanan dilakukansuntuk memenuhi 
tujuansbisnis, kebijakaekeamanan, dankpersyaratan peraturan organisasi. 
DS11.3 Manajemen Media Sistem Perpustakaan 
Mendefinisikan dan menerapkanuprosedur untukomenjaga inventaris media 
yang tersimpan dan/diarsipkan untukwmemastikan kegunaansdan integritas. 
DS11.4 Pembuanganu 
Mendefinisikan dansmenerapkan prosedurxuntuk memastikanhbahwa 
kebutuhan bisnis untuk perlindunganfdata yang sensitif sertamperangkat lunak 
dapat terpenuhirketika pembuangan danxpemindahan data dan perangkat.keras. 
DS11.5 Pencadangan dan Pemulihan 
Mendefinisikan dan menerapkan prosedur untuksbackup dankpemulihan 
sistem, aplikasi,sdata, danldokumentasi sesuaicdengan kebutuhanobisnis dan 
rencanasyang.berkelanjutan. 
DS11.6 Persyaratan/Keamanan untukxManajemen.Data 
Mendefinisikan dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk 
mengidentifikasi dan menerapkan persyaratan keamanan yang berlakufuntuk 
penerimaan, pengolahan, penyimpanan dan keluaran data untuk memenuhi 










Gambar 2.14 RACI Chart proses DS11 
(Sumber: ITGI,2007) 
Model tingkat kematangan: 
Level 0 (Non-Existent): Organisasi tidak mengakui dataxsebagai sumber daya 
dansaset perusahaan. Tidakdada penugasan atau akuntabilitas untukxmanajemen 
data.  
Level 1d(Initial/AdgHoc): Organisasiomengakui kebutuhan untuk manajemen data 
yang efektif.sAda pendekatanfuntuk menentukan persyaratankkeamanan untuk 
pengelolaanxdata, tetapi tidak ada prosedurxformal. Tanggung jawab untuk 
manajemen data tidak didefinisikan. 
Level 2 (Repeatablesbutwintuitive): Adanya kesadaran perlunyasmanajemen 
datasyang efektif padakorganisasi. Persyaratan keamanan untuk pengelolaan 
dataedidokumentasikan. Beberapa pengendalian TI dilakukandpada kegiatan 
utamavmanajemen data (misalnya,mbackup, restorasi,kpembuangan).  
Level 3 (Defined process): Kebutuhan manajemencdata dalamsTI dipahami dan 
diterima oleh organisasi. Organisasi memiliki tanggung jawab untuk manajemen 
data. Kepemilikan data ditugaskan untuk pihak yang bertanggung<jawab yang 
mengontrol integritas dan keamanan. Prosedur manajemenkdata TI bersifat 
formal. 
Level 4 (Managed and measurable): Pemahaman akan kebutuhan manajemen 
data dan tindakan yang diperlukan diterima dalam organisasi. Mendefinisikan, 
menugaskan, dan mengkomunikasikan tanggung jawab untukwkepemilikan data 
dan manajemen. Tujuan dan indicator kinerja yang disepakati dengan pelanggan 
dipantau melalui proses yang jelas.  
Level 5 (Optimised): Kebutuhan manajemen data dipahami dan diterima dalam 
organisasi. Memahami kebutuhan ke depan seperti apa. Tanggung jawab 
untukwkepemilikan data danxmanajemen data jelas dan diperbaruiwsecara tepat 
waktu. Tujuan danxindikator kinerja yang disepakatixdengan pelanggan,fterkait 




12. Proses DS12 : Managexthe physicalsenvironment (Mengelolaolingkungan 
fisik). 
Deskripsi proses: 
Perlindungan untuk peralatan komputer membutuhkan fasilitas fisik yang 
dirancang dan dikelola dengan baik. Proses pengelolaan lingkungan fisik meliputi 
mendefinisikan persyaratan situs fisik, memilih fasilitas yang sesuai, dan 
merancang proses yang efektif untuk memantau factor lingkungan dan mengelola 
akses fisik. Manajemen yang efektif dari lingkungan fisik mengurangi gangguan 
bisnis dari kerusakankperalatan.komputer. 
DS12.1 Pemilihan Lokasi dan Tata Letak 
Menentukanxdanxmemilih situssfisikeuntuk peralatan TI agar mendukung 
strategi teknologi terkait denganestrategi.bisnis. 
DS12.2 Tindakan Keamanan Fisik 
Mendefinisikan.dan/menerapkan langkah – langkah keamananlfisik yang 
sejalanxdengan kebutuhanqbisnis untuk mengamankanwlokasi dan asset.fisik. 
DS12.3 Akses Fisik 
Mendefinisikan dansmenerapkan prosedur untukdmemberikan batas dan 
mencabutsakses ke lokasi,dbangunan, dan daerahxsesuai denganskebutuhan 
bisnis,dtermasuk keadaankdarurat. 
DS12.4 Perlindungan Terhadap Faktor Lingkungan 
Merancang dan menerapkan langkah – langkah untuk perlindungan terhadap 
faktor lingkungan. 
DS12.5 Manajemen Fasilitas Fisik 
Mengelola fasilitaswdan peralatan komunikasidsesuai dengan hukum, 









Model tingkat kematangan: 
Level 0 (Non-Existent): Tidak ada kesadaran akan kebutuhan untukemelindungi 
fasilitas pada sumberxdaya komputasi. Faktor lingkungan, termasuk perlindungan 
kebakaran, debu, listrik, panas yang berlebihan dan kelembaban yang tidak 
dikontrol. 
Level 1 (Initial/Ad Hoc): Organisasi mengakui kebutuhansbisnis untuk 
menyediakan lingkunganifisik yang sesuai yangxmelindungi sumber daya dari 
bahayaxdari alam maupun buatanlmanusia. Pengelolaan fasilitaswdan peralatan 
tergantung pada keterampilan dan kemampuan individu. Tidak dilakukansmonitor 
terhadap fasilitasrlingkungan. 
Level 2 (Repeatable butpintuitive): Kontrol lingkunganodilakukan dan diawasi oleh 
bagian operasional. Prosedur fasilitas perawatan tidak terdokumentasi dengan 
baik. Tujuan keamananefisik tidak didasarkancpada standar yang formal. 
Manajemenwtidak menjamin tujuan keamananxtercapai. 
Level 3 (Defined process): Memahami dan.mengendalikan kebutuhanwuntuk 
mengelola lingkunganhkomputasi. Kontrol lingkunganrdan pemeliharaan 
keamanan fisikwdisetujui olehsmanajemen.pMenerapkan pembatasanoakses 
dengan hanyaupersonil yangxdisetujui saja yangediizinkan mengakses ke 
fasilitasskomputasi. 
Level 4 (Managed and measurable): Memahami dan mengendalikan kebutuhan 
untuk mempertahankan lingkunganxkomputasi termasuk alokasiaanggaran. 
Mendokumentasikanwdan mengontrol persyaratanwkeamanan lingkunganxdan 
fisik. Menetapkan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan kepemilikan serta 
memantau efektifitas yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam 
pengelolaanxkomputasi.  
Level 5 (Optimised): Ada rencana jangka panjang yang disepakati mengenai 
fasilitasssyangx diperlukaneeeuntukx mendukung lingkunganskomputasi 
padasorganisasi. Membuat standareyang ditetapkan untuk semuadfasilitas 
meliputispemilihan lokasi,wkonstruksi,.personilfkeamanan, sistem mekanik, 
listrik, daneperlindungan terhadap faktorxlingkungan (misalnya, kebakaran, 
banjir). Mengkalsifikasikan dan menginventariskan semua fasilitas pada 
organisasi. Mengontrol dan memantau akses secara ketat dan terus - menerus. 
13. Proses DS13 : Manage operations (Mengelola operasional). 
Deskripsi proses: 
Pengolahanwdata yang lengkap dan.akurat membutuhkan manajemen yang 
efektif dan/prosedur pengolahansdata serta pemeliharaan perangkat keras. 
Proses ini termasuk mendefinisikan kebijakan operasi dan prosedur pengelolaan 
yang efektif. Melakukan penjadwalan pengolahan,xmelindungi keluaran, 




DS13.1 Prosedur dan Petunjuk Operasi 
Mendefinisikan,smenerapkan, danwmemelihara prosedur untuk operasixTI. 
Memastikansanggotasstaf operasi dapat;bekerja dengan baik pada semua.tugas 
operasiwyang relevan dengan mereka. 
DS13.2 Penjadwalan Pekerjaan 
Mengaturjpenjadwalan pekerjaan, proses,adan tugas ke urutan yang sesuai. 
Memaksimalkanxpemanfaatan untuk memenuhi kebutuhanpbisnis. 
DS13.4 Dokumen Sensitif dan Perangkat Keluaran 
Membangun pengamanan fisik yang memadai, praktik akuntansi dan 
manajemen persediaan atas aset TI yang sensitif. 
DS13.5 Pemeliharaan Tindakan Pencegahan untuk Perangkat Keras 
Mendefinisikan dansmenerapkan prosedur untuk menjamin pemeliharaan 
infrastrukturdsecara tepat untuk mengurangir dampak dari kegagalan atau 
penurunanokinerja.  
RACI Chart:  
 
Gambar 2.16 RACI Chart proses DS13 
(Sumber: ITGI,2007) 
 
Model tingkat kematangan: 
Level 0 (Non-Existent): Organisasi tidak meluangkan waktu danesumber daya 
untuk pembentukan dukungan dan operasi dasarjkegiatan TI. 
Level 1 (Initial/AdqHoc): Organisasi mengakui perlunya penataanxfungsi dukungan 
TI. Kebanyakan proses operasional dijadwalkan secara informal dan pemrosesan 
permintaan diterima. Komputer, sistem dan aplikasiwyang mendukung proses 
bisnis sering terganggu, tertunda dan tidakstersedia.  
Level 2 (Repeatable but intuitive): Organisasi menyadari peran kunciedan kegiatan 
operasional TI dalam menyediakan fungsiudukungan TI. Membuat anggaran untuk 
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alat-alat yang dialokasikan. Instruksi meliputi apa yang harus dilakukan tetapi tidak 
didokumentasikan dengan baik.  
Level 3 (Defined process): Memahami dan menerima kebutuhan manajemen 
operasi komputer dalam organisasi. Mengalokasikan sumber daya dialokasikan 
dan melakukan beberapa pelatihan. Melakukan dokumentasi dan 
mengkomunikasikannya.  
Level 4 (Managed and measurable): Mendefinisikan tanggung jawab dan 
dukungan terhadap operasi komputer. Melakukan penjadwalan dan penugasan 
serta didokumentasikan danxdikomunikasikan dengan baikesecarawinternal ke 
fungsi TI danspelanggan bisnis. Hal ini bertujuan untuk mengukur dan memantau 
kegiatan sehari-hari dengan standar perjanjianskinerja dan tingkat pelayanan yang 
telah ditetapkan. Melakukan penanganan secara cepat pada tiap penyimpangan 
yang terjadi.  
Level 5 (Optimised):wMendukung operasi TI yang efektif, efisienhdan fleksibel 
untuk memenuhi tingkat kebutuhanklayanan. Proses manajemen operasional TI 
yang terstandar dan didokumentasikan. Semua masalah dan kegagalan dianalisis 
untuk mengidentifikasi penyebabnya. 
 
2.5.3 Tingkat Kematangan (Maturity Level) 
Maturity Level atau tingkat kematangan yaitu menilai bagaimana hasil 
identifikasi dari proses pengelolaan teknologi informasi pada perusahaan. 
Maturity Level ini memiliki tingkatan mulai dari 0 sampai 5. Berikut deskripsi dari 
tingkatan tersebut: 
1. Level 0 (Non-Existent): Padaxtahap ini belum didefinisikan dan tidak ada 
pengawasan terkait permasalahan yang harus ditangani olehsperusahaan 
karena merasa tidakqmembutuhkan prosesxtata kelola TI. 
2. Level 1 (Initial/AdHoc): Pada tahap ini terdapat permasalahan pada 
perusahaan yang harus dihadapi. Sudah terdapat penyusunan sistem 
tetapi pendekatan pengelolaan proses tidak terorganisir dan bersifat 
nonxformal. 
3. Levelx2 (Repeatable2but intuitive): Tahapaini perusahaan melakukan 
perencanaan,xpengelolaan, danqimplementasiqsistem. Perencanaan tata 
kelola TI juga sudah dilakukan tetapi dokumen formalxbelum ada. 
4. Level 3 (Defined process): Pada tahap ini sudah dilakukan 
didokumentasikan tentang proses TI dan dikomunikasikan secara baik. 
Perusahaan juga menyadari pentingnya proses tataqkelolaxTI. 
5. Level 4 (Managed and measurable): Tahap ini pihak manajemen 
memonitor proses dan pengembangan untuk sistem secara baik dan 
terorganisir. Proses tata kelola TI sudah dilakukan secara berkelanjutan. 
6. Levelp5 (Optimised):xPada tahapsini perusahaan mengikuti pelatihan yang 
terbaik yaitu dengan otomatisasissistem. Tata kelola TI menjadi acuan 
untuk perbaikan dan pembenahan layanan perusahaan. 
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Untuk mencari nilai tingkat kematangan digunakanan metode perhitungan 
nilai Maturity Level yaitu dengan rumus sebagai berikut (Imami,2017): 
             (2.1) 
Kemudian tahap berikutnya (tahap 2) yaitu menghitung nilai tingkat 
kematangan dengan rumus sebagai berikut: 
             (2.2) 
Keterangan:  
nw     = JumlahXjawaban dari masing – masingqparameter 
ParameterW  = Indikatorynilai pada kuisionerx(0-5) 
Total Bobot   = Jumlah bobotshasilqperkalianxparameter dengan n 
Jumlah Responden  = Jumlahxpihak/responden1yangsmenjawab kuisioner 
 
2.5.4 RACI Chart 
RACIQChart merupakan matriks yang menggambarkan dan menjelaskan 
peranxdan tanggung jawab tentangxpihak – pihaksyangnterlibat dalam proyek 
pelayanan TI pada suatu perusahaan (ITGI,2007). Ada empat komponen dalam 
RACI Chart, diantaranya sebagai berikut: 
1. Responsible: sOrang yang melakukanssuatu kegiatanxatau.pekerjaan 
2. Accountable:?Orang yangxbertanggung jawabadanqmemiliki wewenang 
dalam membuat keputusan dalam suatu kegiatan. 
3. Consulted: Orang yang dibutuhkan dalam pendapat dan saran terkait suatu 
kegiatan. 
4. Informed:2Orang2yang harus mengetahui perihal hasil darixsuatu 
keputusan danqtindakan. 
Sedangkan peran dalam semua proses dikategorikan sebagai berikut: 
1. CEO (Chief Executive Officer): Seseorang yang memimpin suatu 
perusahaan, institusi, atau organisasi. 
2. CFO (Chief Financial Officer): Pihak yang bertanggung jawab atas 
pengelolaan keuangan.  
3. CIO?(ChiefwInformation Officer): Pihak yangwbertanggungxjawab atas 
teknologi informasi padaoperusahaan atau organisasi. 
4. Business Executive : Pihak yang bertanggung jawab atas transaksi pada 
organisasi. 
5. Business Process Owner: Pihak yang mempunyai wawasan tentang bisnis 
dan bertanggung jawab atas proses bisnis pada perusahaan termasuk 




6. Head of Architecture : Pihak yang bertanggung jawab dalamAmemimpin 
perancanganAarsitektur teknologi informasi serta proses arsitektur 
enterprise.  
7. Head of Development : Pihak yang bertanggung jawab dalam 
keberlangsungan bisnis pada organisasi yang meliputi pembangunan 
sistem, proses TI, dan pencarian solusi.  
8. Head2ITdOperation : Pihak yang bertanggung jawab untuk memelihara 
infrastruktur danllingkungan operasionalpTI.  
9. Head ofsIToAdminstration : Pihak yang bertanggung jawab pada seluruh 
kegiatanzadministrasi perusahaan. 
10. PMO (Project Management Office) : Pihak yang mengelola, dan 
menentukan, dan menjaga standar manajemen proyekxpada perusahaan. 
11. Complianceh: Pihak yang bertanggung jawab dalam mengontrolokualitas 
sistem, memberikansbimbingan hukum, danxkepatuhan peraturan 
terhadapskontrak.  
12. Auditor : Pihak yang memiliki tanggung jawab pada penyediaan 
auditpinternal, danslaporan keuangan.  
13. InformationOSecurity Manager : Pihaksyang bertugas melakukan 
pengawasan, pengelolaan dan penilaian terhadap kegiatan keamanan 
informasi pada organisasi.  
2.6 Policies 
Policies atau kebijakan adalah mandat eksekutif utama untuk mengidentifikasi 
topik yang mengandung risiko tertentu untuk dihindari atau dicegah yang berupa 
dokumen sederhana yang menyatakan bahwa tujuan kontrol tingkat tinggi 
tertentu penting untuk keberhasilan organisasi (CISA,2016). Hal ini akan 
memberikan kontrol umum yang meliputi kegiatan dalam organisasi oleh staf, 
vendor, dan klien. Kebijakan akan menyatakan tujuan, siapa yang akan 
bertanggung jawab atas keputusan, administrasi, dan hukuman untuk 
ketidakpatuhan. Penerbit utama kebijakan yang menerima dukungan luas adalah 
pejabat terpilih, kepala badan, anggota dewan perusahaan, chief executive officer, 
petugas keuangan, petugas operasi, dan wakil manajemen tingkat atas. Kebijakan 
yang dikeluarkan pada tingkat yang lebih rendah sering diabaikan di luar 
departemen atau proyek tertentu. 
2.7 Standards 
Standard adalah dokumen tingkat menengah yang.didalamnya berisi poin – 
poin kontrol yang digunakan untuk memastikan penerapan dalam mendukung 
kebijakan (CISA,2016). Dalam penggunaannya akan mengikuti teknologi atau 
proses. Setelah manajemen mengidentifikasi "apa yang harus dilindungi" dengan 
mengeluarkanxkebijakan. Kemudian menentukan standar yangpberisi 
daftarxpengukuran secara spesifik untukjmendapatkan kepatuhan. Tinjauan 
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manajemen, pengujian, dan audit digunakan untuk membandingkan subjek 
dengan standar yang bermaksud untuk menyatakan bahwa adanya tingkat 
kepatuhan yang seragam. Standar mengidentifikasi titik kontrol khusus yang 
diperlukan untuk kepatuhan. Tugas manajemen adalah menggunakan masing-
masing poin dari setiap standar untuk membuat prosedur yang tepat dalam alur 
kerja yang lengkap untuk mendapatkan kepatuhan dalam organisasi. Standar yang 
hilang menunjukkan kelalaian dengan tidak menetapkan persyaratan 
2.8 Guidelines 
Guidelines atau panduan berfungsi untuk memberikan informasi yang dapat 
membantusdalam membuat keputusan mengenai tujuan, alternatifsyang 
bermanfaat, serta tindakansyangaakan tidak menimbulkansmasalah (CISA,2016). 
Panduan bersifat diskresioner karena petunjuk yang diberikan biasanya tidak 
lengkap. Pengguna harus menyesuaikan atau menghapus bagian-bagian informasi 
agar sesuai dengan tujuan penggunaan. Mengandalkan panduan tanpa membuat 
prosedur langkah-demi-langkah yang nyata adalah kegagalan kontrol. 
2.9 Procedures 
Prosedur merupakan alur tugas khusus yang dibutuhkan untuk mencapai 
kepatuhan terhadap standar dengan ditulis secara detail setiap langkah dari awal 
hingga akhir (CISA,2016). Prosedur yang baik termasuk langkah pemecahan 
masalah umum jika pengguna menemui masalah yang diketahui. Suatu prosedur 
terkadang dapat dianggap tidak efektif. Proses koreksi berguna untuk 




BAB 3 METODOLOGI 
 
3.1 Metodologi Penelitian 
Berikut ini merupakan metodologi atau alur kerja penelitian implementasi 






























(Wawancara & Kuisioner) 




Pemetaan RACI Chart 
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3.1.1 Identifikasi Masalah 
Menemukan masalah dan mengidentifikasi masalah terkait dengan teknologi 
informasi yang disesuaikan dengan COBIT 4.1 domain Deliver and Support pada 
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung. 
3.1.2 Studi Literatur 
Studi literatur dilakukan dengan cara mempelajari teori melalui buku, jurnal, e-
book, dan penelitian terdahulu terkait dengan topik penelitian yaitu keamanan 
teknologi informasi.  
3.1.3 Pemetaan RACI Chart 
Pemetaan RACI Chart dilakukan untuk mengetahui responden yang akan 
menerima kuisioner dan wawancara untuk pengumpulan data. 
3.1.4 Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi ke perusahaan dan melakukan 
wawancara dengan pihak – pihak yang berkaitan dengan topik bahasan agar dapat 
mengetahui permasalahan dan pendapat dari pihak tersebut. Cara yang lain yaitu 
dengan melakukan kuisioner. Kuisioner ditulis berdasarkan pertanyaan yang ada 
pada COBIT 4.1, kemudian diberikan kepada pihak DISKOMINFO Kabupaten 
Tulungagung. 
3.1.5 Analisis Maturity Level 
Analisis Maturity Level atau tingkat kematangan dilakukan berdasarkan hasil 
kuisioner yang sebelumnya telah diberikan. Dari kuisioner tersebut dapat 
diketahui nilai kematangan dari setiap proses yang ada di perusahaan. 
3.1.6 Analisis GAP 
Analisis gap dapat diketahui dengan membandingkan dan menganalisa tingkat 
kematangan saat ini dan tingkat kematangan yang diharapkan. 
3.1.7 Membuat Rekomendasi 
Disini dijelaskan tentang rekomendasi yang harus dilakukan perusahaan untuk 
mencapai tujuannya berdasarkan hasil implementasi COBIT 4.1 domain deliver 
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4.1 Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan data yang dihasilkan dari kuesioner yang telah diisi 
oleh staf DISKOMINFO Kabupaten Tulungagung yaitu pada bidang 
Penyelenggaraan E-Government. Kuesioner dibuat berdasarkan control objectives 
pada kerangka kerja COBIT 4.1 yang kemudian dibagikan kepada koresponden 
yang berkompeten untuk mengisi yang ditentukan berdasarkan peran pada RACI 
Chart. Untuk mendukung validasi dari kuesioner yang telah diberikan sebelumnya, 
kemudian dilakukan wawancara sesuai dengan kebutuhan. 
4.1.1 Pemilihan Sampel 
 Dalam melakukan kuesioner, sebelumnya perlu dilakukan penentuan sampel 
menggunakan teknik Sampling Purposive yaitu penentuan sampel dengan 
pertimbangan tertentu seperti orang tersebut dianggap paling mengerti mengenai 
apa yang diharapkan (Imami, 2017). Penentuan koresponden didasarkan pada 
RACI Chart (ITGI,2007) dan disesuaikan dengan keadaan pada DISKOMINFO 
Kabupaten Tulungagung. Berikut adalah hasil perhitungan dari RACI Chart:  
Tabel 4.1 Perhitungan RACI Chart pada Domain DS 
Functions RACI Chart 
R A C I 
CEO (Chief of Executive Officer) 0 0 1 4 
CFO (Chief of Financial Officer) 0 0 12 6 
BE (Business Executive) 0 0 12 11 
CIO (Chief of Information Officer) 3 31 14 15 
BPO (Business Process Owner) 5 2 31 21 
HO (Head Operations) 48 33 23 2 
CA (Chief Architect) 7 0 29 13 
HD (Head Development) 16 1 38 7 
HIA (Head IT Administration) 17 1 23 11 
PMO (Project Management Office) 4 0 28 10 







Tabel 4.2 Hasil Pemilihan Koresponden pada RACI Chart Domain DS 
Functions R (Responsible) A (Accountable) 
CIO (Chief Information 
Officer) 
3 31 
Head Operations 48 33 
Head Development 16 1 
 Pada tabel 4.1, dijelaskan hasil perhitungan RACI Chart pada domain DS. 
Kemudian dari hasil perhitungan tersebut dipilih 3 function atau peran dengan 
jumlah RACI tertinggi yang berarti pihak tersebut paling menguasai bidang 
tersebut, yaitu Chief Information Officer, Head Operations, dan Head 
Development. Chief Information Officer dengan jumlah perhitungan sebagai 
Responsible sebanyak 3 dan Accountable sebanyak 31. Head Operations dengan 
jumlah perhitungan sebagai Responsible sebanyak 48 dan Accountable sebanyak 
33. Head Development dengan jumlah perhitungan sebagai Responsible sebanyak 
16 dan Accountable sebanyak 1. Dari hasil tersebut kemudian disesuaikan dengan 
peran pada DISKOMINFO Kabupaten Tulungagung yang hasilnya sebagai berikut: 
1. Chief Information Officer: Sumarji Kuswantoro, S.Pd.MM selaku Kepala 
Bidang Penyelenggaraan E-Government yang bertanggung jawab dalam 
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan semua proses operasional 
pada bidang penyelenggaraan E-Government 
2. Head Operations: Cahya Luckita Nurmawan S.T selaku Kepala Seksi 
Infrastruktur dan Teknologi yang bertanggung jawab dalam penyusunan, 
penyelenggaraan, pemantauan, dan pengelolaan infrasturktur dan 
teknologi informasi. 
3. Head Development: Ahmad Muzaki S.T selaku Kepala Seksi 
Pengembangan Aplikasi yang bertanggung jawab dalam penyusunan, 
pelaksanaan, dan penyelenggaraan terkait pengembangan aplikasi, data, 
dan informasi. 
4.2 Hasil Maturity Level Domain DS 
Kuesioner yang telah diberikan dan diisi oleh koresponden, kemudian 
dilakukan perhitungan untuk setiap proses pada domain DS. Hasil kuesioner yang 
telah diisi oleh koresponden adalah sebagai berikut: 













0 1 2 3 4 5 
DS1 DS1.1 0 0 0 3 0 0 3 9 3 2.33 
DS1.2 0 0 0 3 0 0 3 9 3 
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DS1.3 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS1.4 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS1.5 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS1.6 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS2 DS2.1 0 0 0 0 3 0 3 12 4 4.00 
DS2.2 0 0 0 0 3 0 3 12 4 
DS2.3 0 0 0 0 3 0 3 12 4 
DS2.4 0 0 0 0 3 0 3 12 4 
DS3 DS3.1 0 0 3 0 0 0 3 6 2 2.20 
DS3.2 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS3.3 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS3.4 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS3.5 0 0 0 3 0 0 3 9 3 
DS4 DS4.1 0 0 3 0 0 0 3 6 2 2.10 
DS4.2 0 0 0 3 0 0 3 9 3 
DS4.3 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS4.4 0 0 0 3 0 0 3 9 3 
DS4.5 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS4.6 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS4.7 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS4.8 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS4.9 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS4.10 0 3 0 0 0 0 3 3 1 
DS5 DS5.1 0 0 3 0 0 0 3 6 2 2.00 
DS5.2 0 3 0 0 0 0 3 3 1 
DS5.3 0 3 0 0 0 0 3 3 1 
DS5.4 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS5.5 0 0 0 3 0 0 3 9 3 
DS5.6 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS5.7 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS5.8 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
Tabel 4.3 Hasil Maturity Level pada Domain DS (Lannjutan) 
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DS5.9 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS5.10 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS5.11 0 0 0 3 0 0 3 9 3 
DS6 DS6.1 0 0 0 3 0 0 3 9 3 3.00 
DS6.2 0 0 0 3 0 0 3 9 3 
DS6.3 0 0 0 3 0 0 3 9 3 
DS6.4 0 0 0 3 0 0 3 9 3 
DS7 DS7.1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.00 
DS7.2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
DS7.3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
DS8 DS8.1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.00 
DS8.2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
DS8.3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
DS8.4 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
DS8.5 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
DS9 DS9.1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.00 
DS9.2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
DS9.3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
DS10 DS10.1 0 3 0 0 0 0 3 3 1 1.00 
DS10.2 0 3 0 0 0 0 3 3 1 
DS10.3 0 3 0 0 0 0 3 3 1 
DS10.4 0 3 0 0 0 0 3 3 1 
DS11 DS11.1 0 3 0 0 0 0 3 3 1 1.83 
DS11.2 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS11.3 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS11.4 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS11.5 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS11.6 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS12 DS12.1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.00 
DS12.2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
DS12.3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
Tabel 4.3 Hasil Maturity Level pada Domain DS (Lannjutan) 
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DS12.4 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
DS12.5 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
DS13 DS13.1 0 0 3 0 0 0 3 6 2 1.20 
DS13.2 0 3 0 0 0 0 3 3 1 
DS13.3 0 3 0 0 0 0 3 3 1 
DS13.4 0 3 0 0 0 0 3 3 1 
DS13.5 0 3 0 0 0 0 3 3 1 
 
4.2.1 Pendefinisian dan Pengelolaan Tingkat Layanan (DS1) 
Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara Bidang Penyelenggaraan E – 
Government yang terdapat pada lampiran, peneliti menemukan beberapa 
dokumen yang mendukung proses tata kelola teknologi informasi pada proses 
DS1. Berikut merupakan pemetaan dokumen pendefinisian dan pengelolaan 
tingkat layanan (DS1): 
    Tabel 4.4 Tabel Pemetaan Dokumen DS1 
Jenis Dokumen Nama Dokumen 
Organisasi Tata Kelola (OTK) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 
57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan 
Informatika Kabupaten Tulungagung 
Bagian Keempat Bidang 
Penyelenggaraan E-Government Pasal 
12  





Procedure SOP Pemeliharaan Jaringan LAN 
SOP Layanan Perbaikan Jaringan LAN 
Lain - lain Daftar Layanan TI 
 
  Pada tabel 4.4 ditemukan beberapa dokumen pada proses DS1 yaitu dokumen 
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Tabel 4.3 Hasil Maturity Level pada Domain DS (Lannjutan) 
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Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan 
Informatika Kabupaten Tulungagung Bagian Keempat Bidang Penyelenggaraan E-
Government Pasal 12, Master Plan Teknologi Informasi Kabupaten Tulungagung, 
SOP Pemeliharaan Jaringan LAN, SOP Layanan Perbaikan Layanan. Selain itu juga 
terdapat bukti yaitu daftar layanan TI yang berupa aplikasi yang dibuat oleh Bidang 
Penyelenggaraan E-Government untuk para penggunanya. Untuk mengetahui 
keadaan tata kelola TI pada Bidang Penyelenggaraan E-Goverment dilakukan 
perhitungan maturity level dengan menggunakan lembar penilaian yang telah 
ditetapkan respondennya berdasarkan RACI Chart. Tabel 4.6 merupakan tabel 
perhitungan untuk current maturity level domain Delivery and Support (DS) pada 
DS1 dengan skala penilaian mulai dari level terendah 0 sampai level tertinggi 
bernilai 5. Untuk cara perhitungan maturity level terdapat pada persamaan 2.1 
dan 2.2. Berikut adalah tabel daftar layanan TI Bidang Penyelenggaraan E-
Government dan hasil maturity level proses DS1: 
   Tabel 4.5 Daftar Layanan Aplikasi Bidang Penyelenggaraan E-Government 
No OPD Aplikasi 
1 Bagian Humas bagianhumas.tulungagung.go.id 
2 Bagian Hukum jdih.tulungagung.go.id/hukum 
3 Bagian Pembangunan ulp.tulungagung.go.id 
4 Inspektorat inspektorat.tulungagung.go.id 
5 
Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olah Raga 
dispendik.tulungagung.go.id 










10 Puskesmas Sembung pkmsembung.tulungagung.go.id 
11 Puskesmas Ngantru pkmngantru.tulungagung.go.id 
12 Puskesmas Karangrejo pkmkarangrejo.tulungagung.go.id 
13 Puskesmas Kauman pkmkauman.tulungagung.go.id 
14 Puskesmas Gondang puskesmasgondang.tulungagung.go.id 
15 Puskesmas Sendang pkmsendang.tulungagung.go.id 
16 Puskesmas Dono pkmdono.tulungagung.go.id 









20 Puskesmas Besole pkmbesole.tulungagung.go.id 










23 Dinas Perhubungan dishub.tulungagung.go.id 
24 
Dinas Kependudukan 







Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 
dpupr.tulungagung. go.id 
27 








29 LPSE Tulungagung lpse.tulungagung.go.id 
30 Dinas Perikanan perikanan.tulungagung.go.id 
31 

















Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 
perijinan.tulungagung.go.id 
36 



























43 Evarenja evarenja.tulungagung.go.id 









46 Kecamatan Rejotangan kecamatanrejotangan.tulungagung.go.id 
47 Kecamatan Ngunut kecamatanngunut.tulungagung.go.id 
 














0 1 2 3 4 5 
DS1 DS1.1 0 0 0 3 0 0 3 9 3 2.00 
DS1.2 0 0 0 3 0 0 3 9 3 
DS1.3 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS1.4 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS1.5 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS1.6 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
Rata - Rata 2.33 
 
Dari hasil perhitungan pada Tabel 4.6 diperoleh hasil rata – rata dengan nilai 
2.33 dan hasil nilai maturity level DS1 Bidang Penyelenggaraan E-Government 
sebesar 2.00. Nilai ini diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner terhadap 
responden serta peneliti melakukan observasi. Bidang Penyelenggaraan E-
Government mencapai level 2 karena telah melalui level 0 dan level 1 yang berarti 
Bidang Penyelenggaraan E-Government telah menyadari kebutuhan untuk 
mengelola tingkat layanan yang tercantum pada dokumen master plan serta 
akuntabilitas dan tanggung jawab telah didefinisikan pada dokumen tupoksi yaitu 
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan 
Informatika Kabupaten Tulungagung Bagian Keempat Bidang Penyelenggaraan E-
Government Pasal 12. Bidang Penyelenggaraan E-Government juga telah 
melakukan kebutuhan untuk mengelola tingkat layanan secara teratur tetapi 
belum ada prosedur dan dokumen yang formal secara keseluruhan. Terdapat SOP 
pemeliharaan jaringan LAN, SOP Layanan Informasi Media Online Melalui 
Website, dan SOP Jawab Surat Pembaca dan Keluhan Melalui Website, namun 
belum cukup untuk mencapai nilai sebesar 3.00 karena belum adanya dokumen 
yang lengkap untuk memenuhi dari setiap subproses pada proses DS1. Dokumen 
yang ada belum bisa dijadikan standar yang baku dalam proses pendefinisian dan 
pengelolaan tingkat layanan. 




4.2.2 Pengelolaan Layanan Pihak Ketiga (DS 2) 
Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara Bidang Penyelenggaraan E – 
Government yang terdapat pada lampiran, peneliti menemukan beberapa 
dokumen yang mendukung proses tata kelola teknologi informasi pada proses 
DS2. Berikut merupakan pemetaan dokumen Pengelolaan Layanan Pihak Ketiga 
(DS2): 
Tabel 4.7 Tabel Pemetaan Dokumen DS2 
Jenis Dokumen Nama Dokumen 
Organisasi Tata Kelola (OTK) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 
57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan 
Informatika Kabupaten Tulungagung 
Bagian Keempat Bidang 
Penyelenggaraan E-Government Pasal 
13  
 Master Plan Teknologi Informasi 
Kabupaten Tulungagung 




Lain - lain - 
 
Pada tabel 4.7 ditemukan beberapa dokumen pada proses DS2 yaitu dokumen 
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan 
Informatika Kabupaten Tulungagung Bagian Keempat Bidang Penyelenggaraan E-
Government Pasal 13, Master Plan Teknologi Informasi Kabupaten Tulungagung, 
dan Dokumen Surat Perjanjian Kerja. Untuk mengetahui keadaan tata kelola TI 
pada Bidang Penyelenggaraan E-Goverment dilakukan perhitungan maturity level 
dengan menggunakan lembar penilaian yang telah ditetapkan respondennya 
berdasarkan RACI Chart. Tabel 4.8 merupakan tabel perhitungan untuk current 
maturity level domain Delivery and Support (DS) pada DS2 dengan skala penilaian 
mulai dari level terendah 0 sampai level tertinggi bernilai 5. Untuk cara 
perhitungan maturity level terdapat pada persamaan 2.1 dan 2.2.Berikut 


















0 1 2 3 4 5 
DS2 DS2.1 0 0 0 0 3 0 3 12 4 4.00 
DS2.2 0 0 0 0 3 0 3 12 4 
DS2.3 0 0 0 0 3 0 3 12 4 
DS2.4 0 0 0 0 3 0 3 12 4 
Rata - Rata 4.00 
Dari hasil perhitungan tabel 4.8 diperoleh rata – rata 4.00 dan nilai maturity 
level DS2 sebesar 4.00. Hasil ini didapatkan dari wawancara dan kuesioner peneliti 
terhadap koresponden serta melakukan observasi. Dari hasil tersebut diperoleh 
bahwa Bidang Penyelenggaraan E-Government mencapai level 4. Hal itu 
dikarenakan Bidang Penyelenggaraan E-Government telah menyadari kebutuhan 
untuk mengelola layanan dengan pihak ketiga. Tanggung jawab dan akuntabilitas 
sudah didefinisikan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun 2016 
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tulungagung Bagian Keempat Bidang 
Penyelenggaraan E-Government Pasal 13. Dalam bekerja sama dengan pihak 
ketiga telah dibuat kesepakatan kontrak yang berisi anggaran, operasional, 
hukum, jadwal, dan kontrol persyaratan, serta melakukan penilaian dan pelaporan 
yang tercantum dalam dokumen surat perjanjian. 
4.3.3 Pengelolaan Kinerja dan Kapasitas (DS3) 
Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara Bidang Penyelenggaraan E – 
Government yang terdapat pada lampiran , peneliti menemukan beberapa 
dokumen yang mendukung proses tata kelola teknologi informasi pada proses 
DS3. Berikut merupakan pemetaan dokumen Pengelolaan Kinerja dan Kapasitas 
(DS3): 
          Tabel 4.9 Tabel Pemetaan Dokumen DS3 
Jenis Dokumen Nama Dokumen 
Organisasi Tata Kelola (OTK) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 
57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan 
Informatika Kabupaten Tulungagung 
Bagian Keempat Bidang 




 Master Plan Teknologi Informasi 
Kabupaten Tulungagung 
 Dokumen Penilaian Prestasi Kerja 
Pegawai Negeri Sipil 
Standard - 
Guidelines - 
Procedure SOP Layanan Penyusunan Rencana 
Kegiatan Dinas Kominfo 
Lain – lain - 
Pada tabel 4.9 ditemukan 4 dokumen pada proses DS3 antara lain Peraturan 
Bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika 
Kabupaten Tulungagung Bagian Keempat Bidang Penyelenggaraan E-Government 
Pasal 13, dokumen Master Plan Teknologi Informasi Kabupaten Tulungagung, 
dokumen Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, serta SOP Layanan 
Penyusunan Rencana Kegiatan Dinas Kominfo. Untuk mengetahui keadaan tata 
kelola TI pada Bidang Penyelenggaraan E-Goverment dilakukan perhitungan 
maturity level dengan menggunakan lembar penilaian yang telah ditetapkan 
respondennya berdasarkan RACI Chart. Tabel 4.10 merupakan tabel perhitungan 
untuk current maturity level domain Delivery and Support (DS) pada DS3 dengan 
skala penilaian mulai dari level terendah 0 sampai level tertinggi bernilai 5. Untuk 
cara perhitungan maturity level terdapat pada persamaan 2.1 dan 2.2.Berikut 
merupakan hasil perhitungan maturity level proses DS3: 














0 1 2 3 4 5 
DS3 DS3.1 0 0 3 0 0 0 3 6 2 2.00 
DS3.2 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS3.3 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS3.4 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS3.5 0 0 0 3 0 0 3 9 3 
Rata - Rata 2.20 
Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.10 didapat nilai rata – rata sebesar 2.20 
dan nilai Maturity Level sebesar 2.00. Hasil ini didapatkan dari kuesioner dan 
wawancara peneliti kepada responden. Bidang Penyelenggaraan E-Government 
proses DS3 berada pada level 2 dikarenakan telah melewati level 0 dan level 1. Hal 
Tabel 4.9 Tabel Pemetaan Dokumen DS3 (Lanjutan) 
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itu dikarenakan Bidang Penyelenggaraan E-Government menyadari perlunya 
mengelola kinerja dan kapasitas. Tanggung jawab dan akuntabilitas sudah 
didefinisikan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun 2016 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tulungagung Bagian Keempat Bidang 
Penyelenggaraan E-Government Pasal 13. Setiap awal tahun terdapat 
perencanaan tentang kegiatan kinerja untuk tiap pegawai, dan pada akhir tahun 
ada evaluasi kinerja tiap pegawai serta dokumen Penilaian Prestasi Kerja untuk 
setiap pegawai. Untuk pengelolaan kapasitas sumber daya TI hanya sebatas 
pengecekan secara reaktif, tidak ada dokumentasi mengenai kapasitas sumber 
daya TI. Selain itu hanya terdapat SOP mengenai Layanan Penyusunan Rencana 
Kegiatan Dinas Kominfo namun belum ada SOP secara menyeluruh sehingga 
belum dapat mencapai level 3. 
4.3.4 Memastikan Layanan Berkelanjutan (DS4) 
Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara Bidang Penyelenggaraan E – 
Government yang terdapat pada lampiran, peneliti menemukan beberapa 
dokumen yang mendukung proses tata kelola teknologi informasi pada proses 
DS4. Berikut merupakan pemetaan dokumen Memastikan Layanan Berkelanjutan 
(DS4): 
Tabel 4.11 Tabel Pemetaan Dokumen DS4 
Jenis Dokumen Nama Dokumen 
Organisasi Tata Kelola (OTK) Master Plan Teknologi Informasi 
Kabupaten Tulungagung 
 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 
57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan 
Informatika Kabupaten Tulungagung 
Bagian Keempat Bidang 







Lain – lain - 
Pada tabel 4.11 ditemukan 2 dokumen pada proses DS4 antara lain Peraturan 
Bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika 
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Kabupaten Tulungagung Bagian Keempat Bidang Penyelenggaraan E-Government 
Pasal 13, dokumen Master Plan Teknologi Informasi Kabupaten Tulungagung. 
Untuk mengetahui keadaan tata kelola TI pada Bidang Penyelenggaraan E-
Goverment dilakukan perhitungan maturity level dengan menggunakan lembar 
penilaian yang telah ditetapkan respondennya berdasarkan RACI Chart. Tabel 4.12 
merupakan tabel perhitungan untuk current maturity level domain Delivery and 
Support (DS) pada DS4 dengan skala penilaian mulai dari level terendah 0 sampai 
level tertinggi bernilai 5. Untuk cara perhitungan maturity level terdapat pada 
persamaan 2.1 dan 2.2. Berikut merupakan hasil perhitungan maturity level proses 
DS4: 














0 1 2 3 4 5 
DS4 DS4.1 0 0 3 0 0 0 3 6 2 2.00 
DS4.2 0 0 0 3 0 0 3 9 3 
DS4.3 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS4.4 0 0 0 3 0 0 3 9 3 
DS4.5 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS4.6 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS4.7 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS4.8 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS4.9 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS4.10 0 3 0 0 0 0 3 3 1 
Rata – Rata 2.10 
Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.12 didapat nilai rata – rata sebesar 2.10 
dan nilai Maturity Level sebesar 2.00. Hasil ini didapatkan dari kuesioner dan 
wawancara peneliti kepada responden. Bidang Penyelenggaraan E-Government 
proses DS4 berada pada level 2 dikarenakan telah melewati level 0 dan level 1. 
Bidang Penyelenggaraan E-Government telah melakukan pemahaman tentang 
risiko, kerentanan dan ancaman terhadap operasi TI. Tanggung jawab dan 
akuntabilitas telah didefinisikan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 57 
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tulungagung Bagian Keempat 
Bidang Penyelenggaraan E-Government Pasal 13. Bidang Penyelenggaraan E-
Government telah melakukan tanggung jawab untuk memastikan layanan secara 
berkelanjutan namun belum ada dokumentasi secara formal. 
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4.3.5 Memastikan Keamanan Sistem (DS5) 
Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan Bidang Penyelenggaraan 
E – Government yang terdapat pada lampiran, peneliti menemukan beberapa 
dokumen yang mendukung proses tata kelola teknologi informasi pada proses 
DS5. Berikut merupakan pemetaan dokumen Memastikan Keamanan Sistem 
(DS5): 
Tabel 4.13 Tabel Pemetaan Dokumen DS5 
Jenis Dokumen Nama Dokumen 
Organisasi Tata Kelola (OTK) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 
57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan 
Informatika Kabupaten Tulungagung 
Bagian Keempat Bidang 
Penyelenggaraan E-Government Pasal 
13  





Procedure SOP Pemeliharaan Anti Virus 
SOP Pemeliharaan Server/Mainframe 
dan PC/Client 
Lain – lain - 
Pada tabel 4.13 ditemukan 4 dokumen pada proses DS5 antara lain Peraturan 
Bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika 
Kabupaten Tulungagung Bagian Keempat Bidang Penyelenggaraan E-Government 
Pasal 13, dokumen Master Plan Teknologi Informasi Kabupaten Tulungagung , SOP 
tentang Pemeliharaan Anti Virus, dan SOP Pemeliharaan Server/Mainframe dan 
PC/Client. Untuk mengetahui keadaan tata kelola TI pada Bidang Penyelenggaraan 
E-Goverment dilakukan perhitungan maturity level dengan menggunakan lembar 
penilaian yang telah ditetapkan respondennya berdasarkan RACI Chart. Tabel 4.14 
merupakan tabel perhitungan untuk current maturity level domain Delivery and 
Support (DS) pada DS5 dengan skala penilaian mulai dari level terendah 0 sampai 
level tertinggi bernilai 5. Untuk cara perhitungan maturity level terdapat pada 

















0 1 2 3 4 5 
DS5 DS5.1 0 0 3 0 0 0 3 6 2 2.00 
DS5.2 0 3 0 0 0 0 3 3 1 
DS5.3 0 3 0 0 0 0 3 3 1 
DS5.4 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS5.5 0 0 0 3 0 0 3 9 3 
DS5.6 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS5.7 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS5.8 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS5.9 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS5.10 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS5.11 0 0 0 3 0 0 3 9 3 
Rata - Rata 2.00  
Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.14 didapat nilai rata – rata sebesar 2.00 
dan nilai Maturity Level sebesar 2.00. Hasil ini didapatkan dari kuesioner dan 
wawancara peneliti kepada responden. Bidang Penyelenggaraan E-Government 
proses DS5 berada pada level 2 dikarenakan telah melewati level 0 dan level 1. 
Bidang Penyelenggaraan E-Government telah menyadari kebutuhan untuk 
keamanan TI. Tanggung jawab dan akuntabilitas telah ditugaskan dalam Peraturan 
Bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika 
Kabupaten Tulungagung Bagian Keempat Bidang Penyelenggaraan E-Government 
pasal 13. Pengelolaan dan pemeliharaan keamanan TI telah dilakukan tetapi hanya 
sebatas pada aplikasi berbasis web. Dokumentasi belum dilakukan secara formal. 
4.3.6 Identifikasi dan Pengalokasian Biaya (DS6) 
Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan Bidang Penyelenggaraan 
E – Government yang terdapat pada lampiran, peneliti menemukan beberapa 
dokumen yang mendukung proses tata kelola teknologi informasi pada proses 






Tabel 4.15 Tabel Pemetaan Dokumen DS6 
Jenis Dokumen Nama Dokumen 
Organisasi Tata Kelola (OTK) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 
57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan 
Informatika Kabupaten Tulungagung 
Bagian Kedua Bidang Sekretariat Pasal 
9  
 Master Plan Teknologi Informasi 
Kabupaten Tulungagung 
 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Standard - 
Guidelines - 
Procedure SOP Layanan Keuangan pada Dinas 
Komunikasi dan Informatika 
Lain – lain - 
Pada tabel 4.15 ditemukan 4 dokumen pada proses DS6 antara lain Peraturan 
Bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika 
Kabupaten Tulungagung Bagian Kedua Bidang Sekretariat Pasal 9, dokumen 
Master Plan Teknologi Informasi Kabupaten Tulungagung, Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan SOP Layanan Keuangan pada Dinas 
Komunikasi dan Informatika. Untuk mengetahui keadaan tata kelola TI pada 
Bidang Penyelenggaraan E-Goverment dilakukan perhitungan maturity level 
dengan menggunakan lembar penilaian yang telah ditetapkan respondennya 
berdasarkan RACI Chart. Tabel 4.16 merupakan tabel perhitungan untuk current 
maturity level domain Delivery and Support (DS) pada DS6 dengan skala penilaian 
mulai dari level terendah 0 sampai level tertinggi bernilai 5. Untuk cara 
perhitungan maturity level terdapat pada persamaan 2.1 dan 2.2. Berikut 
merupakan hasil perhitungan maturity level proses DS6: 

















0 1 2 3 4 5 
DS6 DS6.1 0 0 0 3 0 0 3 9 3 3.00 
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DS6.2 0 0 0 3 0 0 3 9 3 
DS6.3 0 0 0 3 0 0 3 9 3 
DS6.4 0 0 0 3 0 0 3 9 3 
Rata – Rata 3.00 
Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.16 didapat nilai rata – rata sebesar 3.00 
dan nilai Maturity Level sebesar 3.00. Hasil ini didapatkan dari kuesioner dan 
wawancara peneliti kepada responden. Pihak diskominfo telah melakukan 
identifikasi dan pengalokasian biaya sehubungan dengan informasi yang 
diberikan. Tanggung jawab dan akuntabilitas telah didefinisikan dalam Peraturan 
Bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika 
Kabupaten Tulungagung Bagian Kedua Bidang Sekretariat Pasal 9. Pendefinisian 
dan pengalokasian biaya telah dilakukan dan didokumentasikan dengan baik pada 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perencanaan 
anggaran dilakukan pada awal tahun dan biasanya perubahan anggaran dilakukan 
pada bulan Oktober. 
4.3.7 Mendidik dan Melatih Pengguna (DS7) 
Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan Bidang Penyelenggaraan 
E – Government yang terdapat pada lampiran, peneliti menemukan beberapa 
dokumen yang mendukung proses tata kelola teknologi informasi pada proses 
DS7. Berikut merupakan pemetaan dokumen Mendidik dan Melatih Pengguna 
(DS7): 
Tabel 4.17 Tabel Pemetaan Dokumen DS7 
Jenis Dokumen Nama Dokumen 
Organisasi Tata Kelola (OTK) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 
57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan 
Informatika Kabupaten Tulungagung 
Bagian Keempat Bidang 
Penyelenggaraan E-Government Pasal 
13  









Lain – lain - 
Pada tabel 4.17 ditemukan 2 dokumen pada proses DS7 antara lain Peraturan 
Bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika 
Kabupaten Tulungagung Bagian Keempat Bidang Penyelenggaraan E-Government 
Pasal 13, dokumen Master Plan Teknologi Informasi Kabupaten Tulungagung. 
Untuk mengetahui keadaan tata kelola TI pada Bidang Penyelenggaraan E-
Goverment dilakukan perhitungan maturity level dengan menggunakan lembar 
penilaian yang telah ditetapkan respondennya berdasarkan RACI Chart. Tabel 4.18 
merupakan tabel perhitungan untuk current maturity level domain Delivery and 
Support (DS) pada DS7 dengan skala penilaian mulai dari level terendah 0 sampai 
level tertinggi bernilai 5. Untuk cara perhitungan maturity level terdapat pada 
persamaan 2.1 dan 2.2. Berikut merupakan hasil perhitungan maturity level proses 
DS7: 














0 1 2 3 4 5 
DS7 DS7.1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.00 
DS7.2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
DS7.3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
Rata - Rata 0.00 
Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.17 didapat nilai rata – rata sebesar 0.00 
dan nilai Maturity Level sebesar 0.00. Hasil ini didapatkan dari kuesioner dan 
wawancara peneliti kepada responden. Pihak diskominfo tidak menyadari adanya 
masalah yang harus ditangani sehubungan dengan pelatihan, dan tidak ada 
komunikasi serta anggaran terkait dengan melatih dan mendidik pengguna. 
4.3.8 Mengelola Service Desk dan Insiden (DS8) 
Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan Bidang Penyelenggaraan 
E – Government yang terdapat pada lampiran, peneliti menemukan beberapa 
dokumen yang mendukung proses tata kelola teknologi informasi pada proses 





Tabel 4.17 Tabel Pemetaan Dokumen DS7 (Lanjutan) 
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Tabel 4.19 Tabel Pemetaan Dokumen DS8 
Jenis Dokumen Nama Dokumen 
Organisasi Tata Kelola (OTK) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 
57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan 
Informatika Kabupaten Tulungagung 
Bagian Keempat Bidang 
Penyelenggaraan E-Government Pasal 
13  






Lain – lain - 
Pada tabel 4.19 ditemukan 2 dokumen pada proses DS8 antara lain Peraturan 
Bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika 
Kabupaten Tulungagung Bagian Keempat Bidang Penyelenggaraan E-Government 
Pasal 13, dokumen Master Plan Teknologi Informasi Kabupaten Tulungagung. 
Untuk mengetahui keadaan tata kelola TI pada Bidang Penyelenggaraan E-
Goverment dilakukan perhitungan maturity level dengan menggunakan lembar 
penilaian yang telah ditetapkan respondennya berdasarkan RACI Chart. Tabel 4.20 
merupakan tabel perhitungan untuk current maturity level domain Delivery and 
Support (DS) pada DS8 dengan skala penilaian mulai dari level terendah 0 sampai 
level tertinggi bernilai 5. Untuk cara perhitungan maturity level terdapat pada 
persamaan 2.1 dan 2.2. Berikut merupakan hasil perhitungan maturity level proses 
DS8: 














0 1 2 3 4 5 
DS8 DS8.1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.00 
DS8.2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
DS8.3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
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DS8.4 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
DS8.5 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
Rata - Rata 0.00 
Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.20 didapat nilai rata – rata sebesar 0.00 
dan nilai Maturity Level sebesar 0.00. Hasil ini didapatkan dari kuesioner dan 
wawancara peneliti kepada responden. Pihak diskominfo tidak melakukan 
pengelolaan service desk dan insiden dikarenakan tidak adanya petugas yang 
memiliki keahlian khusus dalam pengelolaan insiden. 
4.3.9 Pengelolaan Konfigurasi (DS9) 
Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan Bidang 
Penyelenggaraan E – Government yang terdapat pada lampiran, peneliti 
menemukan beberapa dokumen yang mendukung proses tata kelola teknologi 
informasi pada proses DS9. Berikut merupakan pemetaan dokumen Pengelolaan 
Konfigurasi (DS9): 
Tabel 4.21 Tabel Pemetaan Dokumen DS9 
Jenis Dokumen Nama Dokumen 
Organisasi Tata Kelola (OTK) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 
57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan 
Informatika Kabupaten Tulungagung 
Bagian Keempat Bidang 
Penyelenggaraan E-Government Pasal 
13  





Lain – lain - 
 
Pada tabel 4.21 ditemukan 2 dokumen pada proses DS9 antara lain Peraturan 
Bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika 
Kabupaten Tulungagung Bagian Keempat Bidang Penyelenggaraan E-Government 
Pasal 13, dan dokumen Master Plan Teknologi Informasi Kabupaten Tulungagung. 
Untuk mengetahui keadaan tata kelola TI pada Bidang Penyelenggaraan E-
Tabel 4.20 Pehitungan Maturity Level Domain DS8 (Lanjutan) 
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Goverment dilakukan perhitungan maturity level dengan menggunakan lembar 
penilaian yang telah ditetapkan respondennya berdasarkan RACI Chart. Tabel 4.22 
merupakan tabel perhitungan untuk current maturity level domain Delivery and 
Support (DS) pada DS9 dengan skala penilaian mulai dari level terendah 0 sampai 
level tertinggi bernilai 5. Untuk cara perhitungan maturity level terdapat pada 
persamaan 2.1 dan 2.2. Berikut merupakan hasil perhitungan maturity level proses 
DS9: 














0 1 2 3 4 5 
DS9 DS9.1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.00 
DS9.2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
DS9.3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
Rata - Rata 0.00 
Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.22 diperoleh nilai rata – rata sebesar 
0.00 dan nilai Maturity Level sebesar 0.00. Hasil ini didapatkan dari kuesioner dan 
wawancara peneliti kepada responden. Pihak diskominfo tidak melakukan 
pengelolaan konfigurasi dikarenakan tidak adanya petugas khusus yang 
menangani pengelolaan konfigurasi. 
4.3.10 Pengelolaan Masalah (DS10) 
Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan Bidang Penyelenggaraan 
E – Government yang terdapat pada lampiran, peneliti menemukan beberapa 
dokumen yang mendukung proses tata kelola teknologi informasi pada proses 
DS10. Berikut merupakan pemetaan dokumen Pengelolaan Masalah (DS10): 
Tabel 4.23 Tabel Pemetaan Dokumen DS10 
Jenis Dokumen Nama Dokumen 
Organisasi Tata Kelola (OTK) Master Plan Teknologi Informasi 
Kabupaten Tulungagung 
 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 
57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan 
Informatika Kabupaten Tulungagung 
Bagian Keempat Bidang 









Lain – lain - 
 
Pada tabel 4.23 ditemukan 2 dokumen pada proses DS9 antara lain Peraturan 
Bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika 
Kabupaten Tulungagung Bagian Keempat Bidang Penyelenggaraan E-Government 
Pasal 13, dan dokumen Master Plan Teknologi Informasi Kabupaten Tulungagung. 
Untuk mengetahui keadaan tata kelola TI pada Bidang Penyelenggaraan E-
Goverment dilakukan perhitungan maturity level dengan menggunakan lembar 
penilaian yang telah ditetapkan respondennya berdasarkan RACI Chart. Tabel 4.24 
merupakan tabel perhitungan untuk current maturity level domain Delivery and 
Support (DS) pada DS10 dengan skala penilaian mulai dari level terendah 0 sampai 
level tertinggi bernilai 5. Untuk cara perhitungan maturity level terdapat pada 
persamaan 2.1 dan 2.2. Berikut merupakan hasil perhitungan maturity level proses 
DS10: 














0 1 2 3 4 5 
DS10 DS10.1 0 3 0 0 0 0 3 3 1 1.00 
DS10.2 0 3 0 0 0 0 3 3 1 
DS10.3 0 3 0 0 0 0 3 3 1 
DS10.4 0 3 0 0 0 0 3 3 1 
Rata - Rata 1.00 
Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.24 diperoleh nilai rata – rata sebesar 
1.00 dan nilai Maturity Level sebesar 1.00. Hasil ini didapatkan dari kuesioner dan 
wawancara peneliti kepada responden. Bidang Penyelenggaraan E-Government 
telah menyadari akan kebutuhan untuk mengelola masalah dan ada usaha untuk 
mengidentifikasi insiden. Ketika terjadi suatu masalah Bidang Penyelenggaraan E-
Government lebih fokus pada penyelesaian masalah, sehingga tidak ada 
dokumentasi formal atau tidak terdokumentasi. 
4.3.11 Pengelolaan Data (DS11) 
Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan Bidang Penyelenggaraan 
E – Government yang terdapat pada lampiran, peneliti menemukan beberapa 
Tabel 4.23 Tabel Pemetaan Dokumen DS10 (Lanjutan) 
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dokumen yang mendukung proses tata kelola teknologi informasi pada proses 
DS11. Berikut merupakan pemetaan dokumen Pengelolaan Data (DS11): 
Tabel 4.25 Tabel Pemetaan Dokumen DS11 
Jenis Dokumen Nama Dokumen 
Organisasi Tata Kelola (OTK) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 
57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan 
Informatika Kabupaten Tulungagung 
Bagian Keempat Bidang 
Penyelenggaraan E-Government Pasal 
13  






Lain – lain - 
Pada tabel 4.25 ditemukan 2 dokumen pada proses DS11 antara lain 
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan 
Informatika Kabupaten Tulungagung Bagian Keempat Bidang Penyelenggaraan E-
Government Pasal 13, dan dokumen Master Plan Teknologi Informasi Kabupaten 
Tulungagung. Untuk mengetahui keadaan tata kelola TI pada Bidang 
Penyelenggaraan E-Goverment dilakukan perhitungan maturity level dengan 
menggunakan lembar penilaian yang telah ditetapkan respondennya berdasarkan 
RACI Chart. Tabel 4.26 merupakan tabel perhitungan untuk current maturity level 
domain Delivery and Support (DS) pada DS11 dengan skala penilaian mulai dari 
level terendah 0 sampai level tertinggi bernilai 5. Untuk cara perhitungan maturity 
level terdapat pada persamaan 2.1 dan 2.2. Berikut merupakan hasil perhitungan 
maturity level proses DS11: 














0 1 2 3 4 5 
DS11 DS11.1 0 3 0 0 0 0 3 3 1 2.00 
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     DS11.2 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS11.3 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS11.4 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS11.5 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
DS11.6 0 0 3 0 0 0 3 6 2 
Rata – Rata 1.83 
Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.26 diperoleh nilai rata – rata sebesar 
1.83 dan nilai Maturity Level sebesar 2.00. Hasil ini didapatkan dari kuesioner dan 
wawancara peneliti kepada responden. Bidang Penyelenggaraan E-Government 
telah menyadari pentingnya pengelolaan data. Tanggung jawab dan akuntabilitas 
telah didefinisikan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun 2016 
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tulungagung Bagian Keempat Bidang 
Penyelenggaraan E-Government Pasal 13. Bidang Penyelenggaraan E-Government 
telah melakukan penyimpanan, pencadangan, dan pemulihan data tetapi belum 
terdokumentasi secara formal. 
4.3.12 Pengelolaan Lingkungan Fisik (DS12) 
Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan Bidang Penyelenggaraan 
E – Government yang terdapat pada lampiran, peneliti menemukan beberapa 
dokumen yang mendukung proses tata kelola teknologi informasi pada proses 
DS12. Berikut merupakan pemetaan dokumen Pengelolaan Lingkungan Fisik 
(DS12): 
Tabel 4.27 Tabel Pemetaan Dokumen DS12 
Jenis Dokumen Nama Dokumen 
Organisasi Tata Kelola (OTK) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 
57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan 
Informatika Kabupaten Tulungagung 
Bagian Keempat Bidang 
Penyelenggaraan E-Government Pasal 
13  









Lain – lain - 
Pada tabel 4.27 ditemukan 2 dokumen pada proses DS12 antara lain Peraturan 
Bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika 
Kabupaten Tulungagung Bagian Keempat Bidang Penyelenggaraan E-Government 
Pasal 13, dan dokumen Master Plan Teknologi Informasi Kabupaten Tulungagung. 
Untuk mengetahui keadaan tata kelola TI pada Bidang Penyelenggaraan E-
Goverment dilakukan perhitungan maturity level dengan menggunakan lembar 
penilaian yang telah ditetapkan respondennya berdasarkan RACI Chart. Tabel 4.28 
merupakan tabel perhitungan untuk current maturity level domain Delivery and 
Support (DS) pada DS12 dengan skala penilaian mulai dari level terendah 0 sampai 
level tertinggi bernilai 5. Untuk cara perhitungan maturity level terdapat pada 
persamaan 2.1 dan 2.2. Berikut merupakan hasil perhitungan maturity level proses 
DS12: 














0 1 2 3 4 5 
DS12 DS12.1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.00 
DS12.2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
DS12.3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
DS12.4 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
DS12.5 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
Rata - Rata 0.00 
Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.28 diperoleh nilai rata – rata sebesar 
0.00 dan nilai Maturity Level sebesar 0.00. Hasil ini didapatkan dari kuesioner dan 
wawancara peneliti kepada responden. Pihak diskominfo tidak menyadari akan 
kebutuhan untuk melindungi fasilitas dalam sumber daya komputasi. Tidak ada 
kontrol khusus terhadap lingkungan fisik. 
4.3.13 Pengelolaan Operasi (DS13) 
Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan Bidang Penyelenggaraan 
E – Government yang terdapat pada lampiran, peneliti menemukan beberapa 
dokumen yang mendukung proses tata kelola teknologi informasi pada proses 
DS13. Berikut merupakan pemetaan dokumen Pengelolaan Operasi (DS13): 
 
 
Tabel 4.27 Tabel Pemetaan Dokumen DS12 (Lanjutan) 
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Tabel 4.29 Tabel Pemetaan Dokumen DS13 
Jenis Dokumen Nama Dokumen 
Organisasi Tata Kelola (OTK) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 
57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan 
Informatika Kabupaten Tulungagung 
Bagian Keempat Bidang 
Penyelenggaraan E-Government Pasal 
13 







Lain – lain - 
 
Pada tabel 4.29 ditemukan 2 dokumen pada proses DS13 antara lain Peraturan 
Bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika 
Kabupaten Tulungagung Bagian Keempat Bidang Penyelenggaraan E-Government 
Pasal 13, dan dokumen Master Plan Teknologi Informasi Kabupaten Tulungagung. 
Untuk mengetahui keadaan tata kelola TI pada Bidang Penyelenggaraan E-
Goverment dilakukan perhitungan maturity level dengan menggunakan lembar 
penilaian yang telah ditetapkan respondennya berdasarkan RACI Chart. Tabel 4.30 
merupakan tabel perhitungan untuk current maturity level domain Delivery and 
Support (DS) pada DS13 dengan skala penilaian mulai dari level terendah 0 sampai 
level tertinggi bernilai 5. Untuk cara perhitungan maturity level terdapat pada 
persamaan 2.1 dan 2.2. Berikut merupakan hasil perhitungan maturity level proses 
DS13: 











0 1 2 3 4 5 
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DS13 DS13.1 0 0 3 0 0 0 3 6 2 1.00 
DS13.2 0 3 0 0 0 0 3 3 1 
DS13.3 0 3 0 0 0 0 3 3 1 
DS13.4 0 3 0 0 0 0 3 3 1 
DS13.5 0 3 0 0 0 0 3 3 1 
Rata - Rata 1.20  
Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.30 diperoleh nilai rata – rata sebesar 
1.20 dan nilai Maturity Level sebesar 1.00. Hasil ini didapatkan dari kuesioner dan 
wawancara peneliti kepada responden. Bidang Penyelenggaraan E-Government 
menyadari perlunya penataan fungsi dukungan TI. Tanggung jawab dan 
akuntabilitas telah didefinisikan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 57 
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tulungagung Bagian Keempat 
Bidang Penyelenggaraan E-Government Pasal 13. Pengelolaan operasi hanya 
dilakukan ketika dibutuhkan dan tidak terdokumentasikan dengan baik. 
 
   
    Gambar 4.1 Grafik Maturity Level (nilai as-is) pada Domain DS 
Gambar grafik 4.1 menunjukkan bahwa pada Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Tulungagung yang berkaitan dengan pengiriman layanan 
telah dilakukan dengan cukup baik. Pada proses identifikasi dan pengalokasian 
biaya telah terstandar dan didokumentasikan dengan baik. Pada proses 
pendefinisian layanan, pengelolaan kinerja dan kapasitas, layanan berkelanjutan, 

























Tabel 4.30 Pehitungan Maturity Level Domain DS13 (Lanjutan) 
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terdokumentasi secara baik. Pada proses mendidik dan melatih pengguna, 
pengelolaan service desk dan insiden, pengelolaan konfigurasi, dan pengelolaan 
lingkungan fisik belum dilakukan dengan baik, bahkan tidak dilakukan karena tidak 
adanya anggaran dan petugas khusus yang menangani bidang tersebut. 
4.3 Temuan Hasil Audit 
Berdasarkanxhasil kuesioner.dan wawancara?yang sudah.dilakukan, terdapat 
beberapa temuan hasil audit sebagai berikut: 
1. Belum adanya kegiatan evaluasi terkait pengelolaan layanan TI pada Dinas 
Komunikasi danxInformatika sehingga belum diketahui keadaan terkini 
apakah telah sesuai dengan perencanaansyang telahadibuat sebelumnya 
atau.tidak. 
2. DinasOKomunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung sudah 
memiliki SOP, tetapi hanya pada beberapa proses saja, belum secara 
menyeluruh. 
3. Sumber daya manusia yang terbatas yang hanya terdiri dari 1 Kepala 
Bidang, 3 seksi, dan 3 staff. Hal tersebut menjadikan beban kerja pegawai 
yang berlebih yang di luar tugas pokok dan fungsi. 
4. Pengelolaan layanan pihak ketiga telah dilakukan tetapi hanya 
berdasarkan waktu ketika pihak ketiga bekerja sama dengan pihak 
diskominfo. 
5. Pengelolaan kinerja dan kapasitas telah dilakukan dengan dilakukan 
perencanaan mengenai kinerja setiap pegawai di awal tahun, dan ada 
evaluasi kinerja pegawai pada akhir tahun. Hanya ada dokumen mengenai 
penilaian setiap pegawai. 
6. Pengelolaan keamanan informasi telah dilakukan tetapi hanya 
perlindungan terhadap aplikasi berbasis web seperti pemasangan firewall 
dan anti virus. Dokumentasi jika ada serangan yang terjadi pada web, 
tetapi dokumentasi hanya sebatas print out data bukti serangan yang 
masuk tanpa penyusunan dokumentasi yang baik. ` 
7. Pengelolaan dengan pihak ketiga hanya dilakukan sebatas ketika ada 
pihak ketiga yang bekerja sama dengan DinasxKomunikasixdan 
Informatika KabupatenxTulungagung. 
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung memiliki 
pengalokasian biaya dan anggaran untuk mengembangkan TI, tetapi 




9. Pendidikan dan pelatihan pengguna pada diskominfo Kabupaten 
Tulungagung belum dilakukan karena tidak adanya anggaran. 
10. Pengelolaan service desk, konfigurasi dan lingkungan fisik tidak dilakukan 
dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika tidak memiliki petugas 
khusus dalam mengelola hal – hal tersebut. 
11. Pengelolaan data telah dilakukan. Penyimpanan, pencadangan, dan 
pemulihan menggunakan media eksternal tetapi belum terdokumentasi 
dengan baik. 
12. Pengelolaan operasi telah dilakukan tetapi tidak didokumentasikan dan 
belum ada SOP. 
4.4 Analisis GAP Maturity Level 
Dari hasil penilaian dan pengukuran Maturity Level terhadap tata kelola 
teknologi informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung 
tepatnya pada domain DS, kemudian dilakukan analisis gap atau kesenjangan 
maturity level yang ada saat ini dengan maturity level yang diharapkan. Setelah itu 
peneliti memberikan rekomendasi yang sesuai sehingga dapat memenuhi nilai 
kesenjangan yang ada. 
Nilai Maturity Level pada domain DS berada pada rentang nilai antara 0.00 
sampai 4.00 dengan rata – rata sebesar 1.50. Hal ini dapat diartikan bahwa bidang 
TI pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung telah 
melakukan prosedur untuk operasional dan menangani permasalahan pada 
layanan TI, tetapi masih bersifat informal tanpa ada dokumentasi yang baku. Nilai 
Maturity Level setiap proses pada domain DS akan ditingkatkan sesuai kebutuhan 
diskominfo Kabupaten Tulungagung. Nilai gap atau kesenjangan antara indeks 
Maturity Level saat ini (as-is) dengan indeks Maturity Level yang diharapkan (to-
be) dapat dilihat pada table dan gambar berikut: 
Tabel 4.31 Tabel Nilai GAP Domain DS 
Domain Nilai as-is Nilai to-be Kesenjangan 
DS1 2.00 3.00 1.00 
DS2 4.00 5.00 1.00 
DS3 2.00 3.00 1.00 
DS4 2.00 3.00 1.00 
DS5 2.00 3.00 1.00 
DS6 3.00 4.00 1.00 
DS7 0.00 3.00 3.00 
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DS8 0.00 3.00 3.00 
DS9 0.00 3.00 3.00 
DS10 1.00 3.00 2.00 
DS11 2.00 3.00 1.00 
DS12 0.00 3.00 3.00 













     Gambar 4.2 Grafik Maturity Level pada Domain DS 
Setelah dilakukan perhitungan nilai maturity level, kemudian dilakukan 
perhitungan kesenjangan atau gap untuk mengetahui berapa nilai selisih atau 
kesenjangan maturity level saat ini dan nilai yang diharapkan. Nilai kesenjangan 
proses DS1 bernilai 1.00, pada proses DS2 bernilai 1.00, DS3 bernilai 1.00, DS4 
bernilai 1.00, S5 bernilai 1.00, DS6 bernilai 1.00, DS7 bernilai 3.00, DS8 bernilai 
3.00, DS9 bernilai 3.00, DS10 bernilai 2.00, DS11 bernilai 1.00, DS12 bernilai 3.00, 
dan DS13 bernilai 2.00. Hasil penilaian tersebut didapatkan dari wawancara dan 




























BAB 5 PEMBAHASAN DAN PERANCANGAN DOKUMEN 
 
5.1 Pendefinisian dan Pengelolaan Tingkat Layanan (DS1) 
Proses ini adalah komunikasi yang dilakukan secara efektif antara pelanggan 
bisnis dan manajemen TI tentang jasa yangAdibutuhkan melalui sebuah 
kesepakatan dan perjanjian tentang layananATI dan tingkatSlayanan yang 
didokumentasikan. Selain itu, proses ini mencakupApemantauan danSpelaporan 
secara tepat waktu kepada paraApemangku kepentingan mengenai 
tingkatalayanan yang dicapai. Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner kepada 
Bidang Penyelenggaraan E-Government yang terdapat pada lampiran, serta hasil 
perhitungan maturity level dan hasil perhitungan nilai gap atau kesenjangan, 
peneliti menemukan beberapa permasalahan yang kemudian diberikan 
rekomendasi seperti pada tabel berikut: 
Tabel 5.1 Hasil Temuan Proses DS1 
No. Hasil Temuan 
1. Belum ada evaluasi mengenai pengelolaan tingkat layanan 
2. Pendokumentasian mengenai pendefinisian dan pengelolaan tingkat 
layanan belum dilakukan secara formal. 
3. Belum ada SOP secara menyeluruh mengenai pengelolaan tingkat 
layanan 
 
Tabel 5.2 Rekomendasi Proses DS1 
No. Rekomendasi 
1. Melakukan analisa, identifikasi, dan evaluasi terhadap pendefinisian dan 
pengelolaan tingkat layanan. 
2. Melakukan dokumentasi setiap proses atau kegiatan pengelolaan 
tingkat layanan secara formal dengan format yang baku.  
3. Membuat SOP mengenai pendefinisian dan pengelolaan tingkat layanan. 
  
Berdasarkan hasil temuan proses DS1 pada tabel 5.1, maka dilakukan 
rekomendasi seperti pada tabel 5.2. Rekomendasi dibuat agar dapat mencapai 
nilai maturity level yang diharapkan. Salah satu rekomendasi yaitu membuat SOP 
terkait proses pendefinisian dan pengelolaan tingkat layanan. Oleh karena itu, 
peneliti melakukan perancangan dokumen SOP mengenai pendefinisian dan 
pengelolaan tingkat layanan sebagai referensi untuk Dinas Komunikasi dan 
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Informatika Kabupaten Tulungagung dalam membuat SOP. Menurut Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 
PER/21/M.PAN/11/2008 pada bab 2 dijelaskan bahwa SOP adalah serangkaian 
instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan 
oleh siapa dilakukan. Berikut merupakan komponen dalam pembuatan SOP proses 
DS1. 
Tabel 5.3 Komponen Pembuatan SOP proses DS1 
Dasar Hukum PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah 
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 
57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja 
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 
2008 Tentang ITE 
Nama Standar Operasional Prosedur SOP Pelayanan Teknologi Informasi 
Tujuan Sebagai pedoman untuk menangani 
permintaan dan pemenuhan layanan 
TI 
Keterkaitan - 
Peringatan Pelaksana bertanggung jawab atas 
segala pelaksanaan aktivitas yang 
telah ditetapkan. Jika tidak 
dilaksanakan maka tugas yang 
berkaitan dengan TI akan mengalami 
kendala. 
Kualifikasi Pelaksana 1. Kepala Dinas 
2. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-
Government 










Pencatatan dan Pendataan - 
Aktifitas 1. Menerima permintaan layanan TI 
2. Mendisposisikan surat permintaan 
3. Meneliti permintaan layanan TI 
4. Mengklasifikasikan permintaan 
layanan TI 
5. Memverifikasi permintaan layanan 
TI 
6. Menentukan urgensi serta prioritas 
penanganan insiden 
7. Memberikan pertimbangan atas 
permintaan layanan TI 
8. Memberikan persetujuan 
pelayanan TI 
9. Menangani permintaan layanan TI 
Pada tabel 5.3 disebutkan komponen – komponen dalam pembuatan SOP 
proses DS1. Komponen tersebut didapatkan dari referensi SOP Pelayanan 
Teknologi Informasi Pengadilan Agama Banjarmasin yang kemudian 
dikomunikasikan dengan Bidang Penyelenggaraan E-Government untuk 
menyesuaikan dengan template dan keadaan yang ada pada Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Tulungagung. SOP Pelayanan Teknologi Informasi ini 
direkomendasikan kepada Bidang Penyelenggaraan E-Government untuk 
dijadikan SOP tetap proses Pendefinisian dan Pengelolaan Tingkat Layanan pada 
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung. 
5.2 Pengelolaan Layanan Pihak Ketiga (DS2) 
Pada proses ini berfokus pada manajemen pihak ketiga yang efektif. Oleh 
karena itu dibutuhkan pemastian layanan yangqdiberikan oleh pihakaketiga 
(vendor,ppemasok,qdan mitra). Proses ini dilakukan dengan mendefinisikan 
tanggung jawab, peran, serta harapan?pada perjanjian pihak?ketiga dan 
memantau perjanjian agar dapat terlaksana secara efektif.Berdasarkan hasil 
wawancara dan kuesioner kepada Bidang Penyelenggaraan E-Government yang 
terdapat pada lampiran, serta hasil perhitungan maturity level dan hasil 
perhitungan nilai gap atau kesenjangan, peneliti menemukan beberapa 
permasalahan yang kemudian diberikan rekomendasi seperti pada tabel berikut: 
 
Tabel 5.3 Komponen Pembuatan SOP proses DS1 (Lanjutan) 
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Tabel 5.4 Hasil Temuan Proses DS2 
No. Hasil Temuan 
1. Belum adanya prosedur mengenai monitoring dan pengamanan 
pengelolaan layanan dengan pihak ketiga 
2. Sudah membuat kesepakatan kontrak yang berisi tentang anggaran, 
hukum, operasional, jadwal, dan perintah kerja. 
 
Tabel 5.5 Rekomendasi Proses DS2 
No. Rekomendasi 
1. Melakukan monitoring dan pengamanan dari setiap proses pelayanan 
dengan pihak ketiga 
2. Melakukan dokumentasi dari setiap proses dengan pihak ketiga 
3. Membuat SOP mengenai pengelolaan layanan dengan pihak ketiga 
 Pada tabel 5.4 dijelaskan bahwa ada permasalahan pada proses DS2 yaitu 
belum adanya prosedur monitoring dan pengamanan mengenai pengelolaan 
layanan dengan pihak ketiga. Oleh karena itu peneliti memberikan rekomendasi 
yaitu melakukan monitoring dan pengamanan serta mendokumentasikan tentang 
pengelolaan layanan dengan pihak ketiga. Membuat prosedur atau SOP juga 
merupakan rekomendasi yang penting agar proses pada DS2 dapat berjalan 
dengan baik. Hasil dari rekomendasi ini diharapkan mampu memenuhi nilai 
maturity level yang diharapkan oleh Bidang Penyelenggaran E-Government Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung. Berikut merupakan 
komponen pembuatan SOP proses DS2. 
Tabel 5.6 Komponen Pembuatan SOP proses DS2 
Dasar Hukum PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah 
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 
57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja 
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 
2008 Tentang ITE 
Nama Standar Operasional Prosedur SOP Kebijakan dan Posedur 
Pengamanan Pihak Ketiga 
Tujuan Untuk monitoring dan pengamanan 
pelayanan dengan pihak ketiga yang 
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melakukan kerja sama dengan Dinas 
Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Tulungagung 
Keterkaitan - 
Peringatan Pelaksana bertanggung jawab atas 
segala pelaksanaan aktivitas yang 
telah ditetapkan. Jika tidak 
dilaksanakan maka tugas yang 
berkaitan dengan TI akan mengalami 
kendala.  
Kualifikasi Pelaksana 1. Pejabat Pembuat Komitmen 







Pencatatan dan Pendataan Formulir Perjanjian Kerjasama 
Aktifitas Pengamanan Pihak Ketiga 
1. Mendata semua pihak ketiga yang 
terlibat dalam pekerjaan sesuai 
dengan kontrak yang telah 
disahkan. 
2. Mempersiapkan formulir 
perjanjian kerja sama dan 
menyerahkan formulir tersebut 
kepada pihak ketiga untuk 
ditandatangani 
3. Menandatangani formulir 
perjanjian dan memberikan 
kembali ke Pejabat Pembuat 
Komitmen 
Pemantauan Layanan Pihak Ketiga 
1. Melakukan pemantauan layanan 
berdasarkan kewajiban kontrak 
yang telah ditetapkan 
Tabel 5.6 Komponen Pembuatan SOP proses DS2 (Lanjutan) 
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2. Menyiapkan kebutuhan laporan 
(jadwal proyek, status pekerjaan, 
status jadwal, status deliverables) 
3. Melaporkan hasil pekerjaan dan 
laporan – laporan deliverables 
kepada pihak internal pengguna 
jasa pihak ketiga 
4. Mengecek hasil laporan dan 
menyesuaikan dengan deliverables 
sesuai dengan kontrak dan 
kebutuhan laporan.  
Pada tabel 5.6 disebutkan komponen – komponen dalam pembuatan SOP 
proses DS2. Komponen tersebut didapatkan dari referensi SOP Kebijakan dan 
Prosedur Pengamanan Pihak Ketiga SMKI Dinas Komunikasi dan Informatika 
Provinsi Jawa Tengah yang kemudian disesuaikan dengan keadaan pada Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung. Pada SOP ini ada dua 
macam prosedur yaitu pengamanan pihak ketiga dan pemantauan layanan pihak 
ketiga yang didalamnya terdapat beberapa aktivitas. SOP ini diharapkan jadi 
rekomendasi untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Tulungagung membuat SOP 
tetap mengenai pengelolaan dengan pihak ketiga dan agar dapat mencapai hasil 
maturity level yang diharapkan. 
5.3 Pengelolaan Kinerja dan Kapasitas (DS3) 
Pada proses ini berfokus pada mengelola kinerja dan kapasitas sumber daya TI 
membutuhkan proses untuk secara berkala meninjau kinerja dan kapasitas 
sumber daya TI saat ini. Proses ini meliputi peramalan kebutuhan masa depan 
berdasarkan beban kerja, penyimpanan dan kontingensi persyaratan. Proses ini 
memberikan jaminan bahwa sumber informasi yang mendukung kebutuhan bisnis 
yang terus-menerus tersedia.Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner kepada 
Bidang Penyelenggaraan E-Government yang terdapat pada lampiran, serta hasil 
perhitungan maturity level dan hasil perhitungan nilai gap atau kesenjangan, 
peneliti menemukan beberapa permasalahan yang kemudian diberikan 
rekomendasi seperti pada tabel berikut: 
Tabel 5.7 Hasil Temuan Proses DS3 
No. Hasil Temuan 
1. Belum adanya prosedur mengenai pengelolaan kinerja dan kapasitas 
2. Belum dilakukan pendokumentasian tentang pengelolaan kinerja dan 
kapasitas 
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Tabel 5.8 Rekomendasi Proses DS3 
No. Rekomendasi 
1. Melakukan dokumentasi mengenai pengelolaan kinerja dan kapasitas 
2. Membuat SOP manajemen atau pengelolaan kinerja dan kapasitas 
 Pada tabel 5.4 dijelaskan bahwa ada dua permasalahan pada proses DS2 yaitu 
belum adanya prosedur dan dokumentasi mengenai pengelolaan kinerja dan 
kapasitas. Terkait dengan hasil temuan tersebut, maka peneliti membuat 
rekomendasi berupa pembuatan SOP tentang pengelolaan kinerja dan kapasitas 
agar pada proses DS3 dapat berjalan dengan baik. Peneliti juga menyarankan agar 
pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung melakukan 
dokumentasi pada setiap proses pengelolaan kinerja dan kapasitas. Berikut 
merupakan komponen pembuatan SOP proses DS3. 
 
Tabel 5.9 Komponen Pembuatan SOP proses DS3 
Dasar Hukum PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah 
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 
57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja 
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 
2008 Tentang ITE 
Nama Standar Operasional Prosedur SOP Kebijakan dan Prosedur 
Manajemen Kapasitas 
Tujuan Sebagai panduan untuk proses 
pemantauan dan perencanaan 
kapasitas sistem informasi untuk 
menjamin ketersediaan dan kinerja 
sistem informasi. 
Keterkaitan - 
Peringatan Pelaksana bertanggung jawab atas 
segala pelaksanaan aktivitas yang 
telah ditetapkan. Jika tidak 
dilaksanakan maka tugas yang 




Kualifikasi Pelaksana 1. Pelaksana Kapasitas 







Pencatatan dan Pendataan - 
Aktifitas 1. Memonitor dan mengelola data 
kapasitas  
2. Meninjau hasil pengelolaan data 
kapasitas 
3. Pengecekan apakah kapasitas 
mendekati batas atau tidak 
4. Merencanakan penambahan 
kapasitas 
5. Memonitor kapasitas 
6. Mengecek apakah kapasitas sudah 
mencapai batas atau tidak 
7. Memberikan persetujuan realisasi 
penambahan kapasitas 
8. Melaksanakan penambahan 
kapasitas menggunakan prosedur 
manajemen perubahan 
9. Memonitor kapasitas (RAM, 
prosesor, jaringan, storage, ruang, 
listrik) 
Pada tabel 5.6 disebutkan komponen – komponen dalam pembuatan SOP 
proses DS2. Komponen tersebut didapatkan dari referensi SOP Kebijakan dan 
Prosedur Manajemen Kapasitas SMKI pada Dinas Komunikasi dan Informatika 
Provinsi Jawa Tengah. Referensi SOP tersebut kemudian disesuaikan dengan 
keadaan pada Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Tulungagung. Peneliti berharap hasil SOP ini dapat 
dijadikan SOP proses pengelolaan kinerja dan kapasitas pada Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Tulungagung dan agar dapat mencapai nilai maturity 
level yang diharapkan. 
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5.4 Memastikan Layanan Berkelanjutan (DS4) 
Pada proses ini berfokus dalam menyediakan layanan TI yang berkelanjutan 
diperlukan pengujian, pemeliharaan, dan pengembangan rencana kesinambungan 
TI dengan memanfaatkankpenyimpanan di luar dan memberikanapelatihan 
rencana.secara berkelanjutan. Dengan proses pelayanan yang berkesinambungan 
dapat meminimalkankdampak dariegangguan layanan TIwyang besaradi 
dalamafungsi bisnis yang.utama. Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner 
kepada Bidang Penyelenggaraan E-Government yang terdapat pada lampiran, 
serta hasil perhitungan maturity level dan hasil perhitungan nilai gap atau 
kesenjangan, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang kemudian 
diberikan rekomendasi seperti pada tabel berikut: 
Tabel 5.10 Hasil Temuan Proses DS4 
No. Hasil Temuan 
1. Belum adanya SOP tentang Memastikan Layanan Berkelanjutan 
2. Belum dilakukan pendokumentasian secara menyeluruh pada proses 
Memastikan Layanan Berkelanjutan 
 
Tabel 5.11 Rekomendasi Proses DS4 
No. Rekomendasi 
1. Membuat prosedur atau SOP tentang Memastikan Layanan 
Berkelanjutan 
2. Melakukan dokumentasi pada tiap proses Layanan Berkelanjutan 
 Pada tabel 5.4 dijelaskan bahwa ada dua permasalahan pada proses DS2 yaitu 
Bidang Penyelenggaraan E-Government belum melakukan dokumentasi secara 
formal dan belum ada SOP mengenai Memastikan Layanan Berkelanjutan. Oleh 
karena itu, peneliti membuat rekomendasi berupa pembuatan SOP tentang 
Memastikan Layanan Berkelanjutan dan juga memberi saran agar Bidang 
Penyelenggaraan E-Government melakukan dokumentasi secara formal pada 
proses Memastikan Layanan Berkelanjutan. Berikut ini merupakan komponen 
pembuatan SOP proses DS4. 
Tabel 5.12 Komponen Pembuatan SOP proses DS4 
Dasar Hukum PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah 
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 
57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
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Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja 
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 
2008 Tentang ITE 
Nama Standar Operasional Prosedur SOP Kebijakan dan Prosedur 
Kelangsungan Layanan dan Keamanan 
Informasi 
Tujuan Sebagai panduan untuk menjamin 
kelangsungan bisnis dan layanan 
Keterkaitan - 
Peringatan Pelaksana bertanggung jawab atas 
segala pelaksanaan aktivitas yang 
telah ditetapkan. Jika tidak 
dilaksanakan maka tugas yang 
berkaitan dengan TI akan mengalami 
kendala. 
Kualifikasi Pelaksana 1. Kepala Dinas 
2. Koordinator manajemen 
kelangsungan bisnis 






Pencatatan dan Pendataan - 
Aktifitas 1. Mengkoordinasikan proses ke 
business owner 
2. Mengidentifikasi proses dan fungsi 
bisnis dalam penyelenggaraan 
layanan 
3. Mengidentifikasi dampak yang 
timbul apabila terjadi gangguan 
pada masing – masing proses 
4. Menentukan proses dan fungsi 
bisnis yang dianggap kritikal 
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5. Mereview hasil pemilihan proses 
dan fungsi bisnis 
6. Apakah menyetujui usulan proses 
dan fungsi bisnis? 
7. Menyampaikan usulan perbaikan 
untuk proses dan fungsi bisnis yang 
kritikal 
8. Memberi persetujuan atas pilihan 
proses dan fungsi bisnis kritikal 
9. Menentukan sumber daya yang 
dibutuhkan dalam proses dan fungsi 
bisnis 
10. Menentukan kebutuhan data 
untuk berjalannya proses dan 
fungsi bisnis 
11. Mengkompilasi kebutuhan 
keberlanjutan dan rencana 
pemenuhannya dari bisnis proses 
12. Memberi persetujuan atas 
kebutuhan keberlanjutan dan 
rencana pemenuhan 
Pada tabel 5.12 disebutkan komponen – komponen dalam pembuatan SOP 
proses DS4. Referensi pembuatan SOP proses DS4 yaitu Kebijakan dan Prosedur 
Kelangsungan Bisnis dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan 
Informatika Provinsi Jawa Tengah. Kemudian disesuaikan dengan keadaan pada 
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung. Hasil dari SOP ini 
diharapkan dapat membantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Tulungagung mencapai nilai maturity level yang diharapkan pada proses DS4. 
5.5 Memastikan Keamanan Sistem (DS5) 
Pada proses ini berfokus pada manajemen keamanan dibutuhkan untuk 
menjaga integritas informasi dan melindungi aset TI. Proses ini meliputi 
membangun dan mempertahankan peran keamanan, kebijakan, standar, dan 
prosedur TI. Manajemen keamanan yang efektif melindungi semua aset TI untuk 
meminimalkan dampak bisnis dari kerentanan keamanan dan insiden. 
Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner kepada Bidang Penyelenggaraan E-
Government yang terdapat pada lampiran, serta hasil perhitungan maturity level 
dan hasil perhitungan nilai gap atau kesenjangan, peneliti menemukan beberapa 
permasalahan yang kemudian diberikan rekomendasi seperti pada tabel berikut: 
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Tabel 5.13 Hasil Temuan Proses DS5 
No. Hasil Temuan 
1. Pengelolaan dan pemeliharaan keamanan sistem sudah dilakukan tapi 
hanya perlindungan pada aplikasi berbasis web 
2. Belum dilakukan pendokumentasian secara formal tentang Memastikan 
Keamanan Sistem 
3. Belum ada SOP mengenai Keamanan Sistem 
 
Tabel 5.14 Rekomendasi Proses DS5 
No. Rekomendasi 
1. Melakukan dokumentasi secara formal tentang Keamanan Sistem 
2. Membuat SOP Keamanan Sistem Teknologi Informasi 
Pada tabel 5.4 dijelaskan bahwa terdapat beberapa permasalahan pada 
proses DS5 yaitu pada proses DS5 belum dilakukan dokumentasi secara formal, 
dan juga belum ada SOP mengenai keamanan sistem secara menyeluruh. Maka 
dari itu peneliti memberikan rekomendasi berupa saran agar Bidang 
Penyelenggaraan E-Government melakukan dokumentasi secara formal pada 
proses Memastikan Keamanan Sistem. Peneliti juga memberi rekomendasi berupa 
membuat SOP tentang Keamanan Sistem Teknologi Informasi agar dapat menjadi 
SOP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung. 
 
Tabel 5.15 Komponen Pembuatan SOP proses DS5 
Dasar Hukum PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah 
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 
57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja 
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 
2008 Tentang ITE 
Nama Standar Operasional Prosedur SOP Keamanan Perangkat Teknologi 
Informasi 
Tujuan Sebagai panduan untuk proses 





Peringatan Pelaksana bertanggung jawab atas 
segala pelaksanaan aktivitas yang 
telah ditetapkan. Jika tidak 
dilaksanakan maka tugas yang 
berkaitan dengan TI akan mengalami 
kendala. 
Kualifikasi Pelaksana 1. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-
Government 
2. Kepala Seksi Keamanan Informasi 
dan Telekomunikasi 






Pencatatan dan Pendataan - 
Aktifitas 1. Memantau kondisi jaringan, 
memberikan peringatan, dan 
melakukan tindakan pencegahan 
terhadap akses yang dapat 
mengganggu jaringan 
2. Melakukan tes penerimaan 
pengguna pada saat implementasi 
aplikasi 
3. Memberikan pertimbangan atas 
tes penerimaan pengguna pada 
saat implementasi aplikasi 
4. Memantau aplikasi yang berjalan 
sesuai dengan kebutuhan dan 
melihat celah keamanan yang 
mungkin terjadi 
5. Membuat sistem keamanan, 
manajemen risiko, dan pemulihan 
terhadap insiden 
6. Memberikan persetujuan 
terhadap implementasi aplikasi 
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7. Melakukan back up dan restorasi 
data secara rutin 
Pada tabel 5.15 disebutkan komponen – komponen dalam pembuatan SOP 
proses DS5. Komponen tersebut didapatkan dari referensi SOP Pengamanan 
Perangkat TI pada Pengadilan Agama Banjarmasin. Dari referensi tersebut 
kemudian dikomunikasikan dan disesuaikan dengan keadaan pada Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung. Hasil dari SOP ini 
diharapkan dapat menjadi prosedur dalam penanganan keamanan informasi pada 
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung. 
5.6 Identifikasi dan Pengalokasian Biaya (DS6) 
  Pada proses DS6 yaitu identifikasi dan pengalokasian biaya berfokus pada 
bagaimana perusahaan dalam mengalokasikan dan melaporkan biaya penggunaan 
teknologi informasi. Namun pihak diskominfo belum mengetahui dimana posisi 
organisasi sekarang dan pada posisi mana organisasi ingin berada. Berdasarkan 
hasil perhitungan maturity level, pihak Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Tulungagung mendapat nilai sebesar 3.00 yang berarti pihak 
diskominfo telah melakukan identifikasi dan pengalokasian mengalokasikan biaya 
sehubungan dengan layanan informasi yang diberikan. Pihak diskominfo juga telah 
melakukan dokumentasi secara formal melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan memiliki SOP Layanan Keuangan pada Dinas 
Komunikasi dan Informatika. Nilai maturity level akan ditingkatkan menjadi 
sebesar 4.00 yang mana nilai tersebut dihasilkan dari wawancara dengan pihak 
terkait. Nilai kesenjangan antara indeks maturity level saat ini (as-is) dengan 
indeks maturity level yang diharapkan (to-be) yaitu sebesar 1.00. Untuk mencapai 
nilai yang diharapkan, maka peneliti memberikan rekomendasi berupa tabel 
berikut. 
Tabel 5.16 Hasil Temuan Proses DS6 
No. Hasil Temuan 
1. Identifikasi dan pengalokasian biaya telah dilakukan 
2. Sudah dilakukan pendokumentasian secara formal 
3. Sudah ada SOP yaitu SOP Layanan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan 
Informatika 
4. Identifikasi dan pengalokasian biaya belum sepenuhnya dipahami oleh 
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Tabel 5.17 Rekomendasi Proses DS6 
No. Rekomendasi 
1. Memberikan pemahaman sepenuhnya kepada semua tingkat pada Dinas 
Komunikasi dan Informatika serta memberikan pelatihan formal. 
 Berdasarkan rekomendasi yang ada pada tabel 5.17, peneliti memberikan 
rekomendasi yaitu agar Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan 
pemahaman sepenuhnya kepada semua pegawai mengenai identifikasi dan 
pengalokasian biaya, baik itu biaya langsung maupun tidak langsung, serta 
memberikan pelatihan secara formal. 
5.7 Mendidik dan Melatih Pengguna (DS7) 
Pada domain DS7 yaitu mendidik dan melatih pengguna berfokus pada 
pelatihan dan Pendidikan bagi pengguna teknologi informasi. Selain itu proses ini 
termasuk mendefinisikan dan melaksanakan strategi untuk pelatihan yang efektif 
untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan mengurangi kesalahan 
pengguna. Setelah dilakukan perhitungan maturity level, pihak Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Tulungagung sendiri mendapat nilai maturity level 
sebesar 0.00 yang dapat diartikan bahwa pihak diskominfo belum melakukan 
kegiatan atau proses dalam melatih dan mendidik pengguna. Hal ini terjadi 
dikarenakan tidak adanya anggaran untuk melakukan Pendidikan dan pelatihan 
pengguna. Nilai maturity level tersebut akan ditingkatkan menjadi 3.00 yang nilai 
tersebut dihasilkan dari hasil wawancara. Untuk mencapai nilai maturity level yang 
diharapkan, maka diberi rekomendasi seperti berikut. 
Tabel 5.18 Hasil Temuan Proses DS7 
No. Hasil Temuan 
1. Belum dilakukan Mendidik dan Melatih Pengguna 
2. Belum ada SOP tentang Mendidik dan Melatih Pengguna 
 
Tabel 5.19 Rekomendasi Proses DS7 
No. Rekomendasi 
1. Membuat SOP terkait Mendidik dan Melatih Pengguna 
2. Membuat sebuah program pelatihan yang efektif kepada seluruh staff 
dan pengguna teknologi informasi 
Berdasarkan rekomendasi pada tabel 5.19, peneliti memberikan rekomendasi 
berupa membuat program pelatihan pengguna teknologi informasi dan juga 
pembuatan SOP mengenai pelatihan pengguna TI. Rekomendasi tersebut 
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bertujuan untuk mencapai maturity level yang diharapkan. Berikut merupakan 
komponen dalam pembuatan SOP proses DS7 
Tabel 5.20 Komponen Pembuatan SOP DS7 
Dasar Hukum PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah 
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 
57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja 
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 
2008 Tentang ITE 
Nama Standar Operasional Prosedur SOP Pelatihan Pengguna Teknologi 
Informasi 
Tujuan Sebagai panduan untuk proses 
pelaksanaan pelatihan bagi pengguna 
teknologi informasi 
Keterkaitan - 
Peringatan Pelaksana bertanggung jawab atas 
segala pelaksanaan aktivitas yang 
telah ditetapkan. Jika tidak 
dilaksanakan maka tugas yang 
berkaitan dengan TI akan mengalami 
kendala. 
Kualifikasi Pelaksana 1. Kepala Dinas 
2. Kepala Bidang Layanan Komunikasi 
dan Informatika 
3. Kepala Seksi Pengelolaan Sumber 










Aktifitas 1. Memberikan surat permohonan 
untuk mengadakan pelatihan TIK 
2. Menyampaikan surat 
permohonan permintaan 
pelatihan ke ketua LPSE 
3. Disposisi surat permohonan 
permintaan pelatihan ke trainer 
4. Pelaksanaan pelatihan TIK 
5. Melakukan evaluasi terhadap 
pelatihan yang telah dilakukan 
Pada tabel 5.20 merupakan komponen pembuatan SOP mengenai mendidik 
dan melatih pengguna. Komponen tersebut dihasilkan dari referensi SOP 
Pelatihan Atas Permintaan Pengguna SPSE pada LPSE Kabupaten Batang, serta 
hasil wawancara dengan pihak diskominfo. Hasil dari referensi tersebut kemudian 
disesuaikan dengan keadaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Tulungagung. SOP ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam 
pembuatan SOP proses DS7 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Tulungagung serta dapat memenuhi target nilai maturity level yang diharapkan. 
5.8 Mengelola Service Desk dan Insiden (DS8) 
Pada proses DS8 yaitu Mengelola Service Desk dan Insiden berfokus kepada 
bagaimana fungsi service desk yang merupakan user interface untuk melakukan 
pendaftaran, komunikasi, pengiriman, dan menganalisa permintaan layanan. 
Selain itu berfungsi untuk mengelola jika terjadi suatu insiden. Setelah dilakukan 
perhitungan maturity level pada proses DS8 dihasilkan nilai sebesar 0.00 yang 
dapat diartikan pihak diskominfo tidak menyadari adanya permasalahan yang 
harus ditangani dalam pengelolaan service desk dan insiden. Dari hasil wawancara 
dengan Bidang Penyelenggaraan E-Government ditemukan bahwa pada Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung tidak melakukan 
pengelolaan service desk dan insiden dikarenakan tidak ada petugas yang memiliki 
keahlian khusus dalam mengelola service desk dan insiden. Hasil dari maturity 
level tersebut akan ditingkatkan menjadi sebesar 3.00. Untuk mencapai nilai 
tersebut diberikan rekomendasi sebagai berikut. 
Tabel 5.21 Hasil Temuan Proses DS8 
No. Hasil Temuan 
1. Belum dilakukan pengelolaan service desk dan insiden 
2. Tidak ada petugas khusus dalam mengelola service desk dan insiden 
3. Belum ada SOP mengenai pengelolaan service desk dan insiden 
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4. Belum dilakukan dokumentasi secara formal mengenai pengelolaan 
service desk dan insiden. 
 
Tabel 5.22 Rekomendasi Proses DS8 
No. Rekomendasi 
1. Merekrut pegawai yang bertugas khusus dalam mengelola service desk 
dan insiden 
2. Membuat SOP terkait dengan mengelola service desk dan insiden 
3. Melakukan perencanaan secara baik dan melakukan dokumentasi secara 
formal pada tiap proses dalam pengelolaan service desk dan insiden 
Pada tabel 5.22 disebutkan bahwa peneliti memberikan rekomendasi berupa 
perekrutan pegawai yang bertugas khusus dalam mengelola service desk dan 
insiden, membuat SOP, dan melakukan pendokumentasian secara formal pada 
tiap proses yang ada dalam pengelolaan service desk dan insiden. Salah satu 
rekomendasi yaitu pembuatan SOP. Peneliti membuat SOP proses DS8 sebagai 
acuan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengelola service desk dan 
insiden. Berikut merupakan komponen – komponen dalam pembuatan SOP proses 
DS8. 
Tabel 5.23 Komponen Pembuatan SOP DS8 
Dasar Hukum PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah 
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 
57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja 
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 
2008 Tentang ITE 
Nama Standar Operasional Prosedur SOP Pelaporan dan Penanganan 
Insiden Teknologi Informasi 
Tujuan Sebagai panduan untuk proses 
menangani jika terjadi suatu insiden 
Keterkaitan - 
Peringatan Pelaksana bertanggung jawab atas 
segala pelaksanaan aktivitas yang 
telah ditetapkan. Jika tidak 
dilaksanakan maka tugas yang 
Tabel 5.21 Hasil Temuan Proses DS8 (Lanjutan) 
88 
 
Pada tabel 5.23 adalah komponen – komponen dalam pembuatan SOP 
Pelaporan dan Penanganan Insiden Teknologi Informasi. Referensi pembuatan 
berkaitan dengan TI akan mengalami 
kendala. 
Kualifikasi Pelaksana 1. User 







Pencatatan dan Pendataan - 
Aktifitas 1. Menghubungi service desk untuk 
melaporkan adanya case baru 
2. Apakah case yang masuk termasuk 
service request? 
3. Masuk ke prosedur pemenuhan 
permintaan layanan service desk 
4. Mencatat informasi, 
mengkategorikan insiden, dan 
memprioritaskan insiden 
5. Melakukan diagnosis awal dan 
mencari cara penyelesaian insiden 
6. Meminta user untuk menunggu 
penyelesaian dan melakukan 
problem solving dengan engineer 
7. Melanjutkan investigasi dan 
diagnosis kembali dengan 
mengidentifikasi akar penyebab 
masalah 
8. Menyelesaiakan insiden, 
memberikan solusi kepada user 
9. Memperbarui status insiden, 
mendokumentasikan solusi 
penyelesaian pada aplikasi dan 
menutup insiden 
Tabel 5.23 Komponen Pembuatan SOP DS8 (Lanjutan) 
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SOP tersebut didapatkan dari jurnal yang berjudul “Pembuatan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) Service Desk Berdasarkan Kerangka Kerja ITIL V3 
(Studi Kasus: PT XYZ, Tangerang)” yang kemudian disesuaikan dengan keadaan 
pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung. Pembuatan SOP 
ini dilakukan agar dapat membantu diskominfo mencapai target maturity level 
yang diharapkan yaitu bernilai 3.00. 
5.9 Pengelolaan Konfigurasi (DS9) 
Pada proses DS9 yaitu pengelolaan konfigurasi berfokus pada memastikan 
integritas konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak. Proses ini termasuk 
mengumpulkan informasi konfigurasi awal, mendirikan baseline, memverifikasi, 
dan memperbarui repositori konfigurasi. Berdasarkan perhitungan maturity level 
proses DS9 ini, Dinas Komunikasi dan Informatika mendapatkan nilai sebesar 0.00, 
yang dapat diartikan bahwa pihak diskominfo tidak menyadari manfaat dari proses 
yang mampu melaporkan dan mengelola infrastruktur TI, baik itu perangkat keras 
maupun perangkat lunak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang 
Penyelenggaraan E-Government, pihak diskominfo tidak melakukan pengelolaan 
konfigurasi dikarenakan tidak ada petugas khusus yang menangani pengelolaan 
konfigurasi. Untuk mencapai nilai maturity level yang diharapkan yaitu sebesar 
3.00, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut. 
Tabel 5.24 Hasil Temuan Proses DS9 
No. Hasil Temuan 
1. Pihak diskominfo belum menyadari pentingnya pengelolaan konfigurasi 
2. Tidak ada petugas khusus dalam mengelola konfigurasi 
3. Belum ada SOP mengenai pengelolaan konfigurasi 
4. Belum dilakukan dokumentasi secara formal mengenai pengelolaan 
konfigurasi 
 
Tabel 5.25 Rekomendasi Proses DS9 
No. Rekomendasi 
1. Merekrut pegawai yang bertugas khusus dalam mengelola konfigurasi 
2. Membuat SOP terkait dengan mengelola konfigurasi 
3. Melakukan perencanaan secara baik dan melakukan dokumentasi secara 
formal pada tiap proses dalam pengelolaan konfigurasi 
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Pada tabel 5.24 dan tabel 5.25, peneliti menemukan beberapa permasalahan 
diantaranya pihak diskominfo belum menyadari pentingnya pengelolaan 
konfigurasi, tidak adanya petugas khusus, belum adanya SOP, dan belum 
dilakukan dokumentasi secara formal mengenai pengelolaan konfigurasi. Oleh 
karena itu peneliti memberikan rekomendasi berupa perekrutan pegawai yang 
bertugas khusus dalam mengelola konfigurasi, melakukan dokumentasi secara 
formal, serta membuat SOP terkait dengan pengelolaan konfigurasi. Rekomendasi 
tersebut diberikan agar Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mencapai nilai 
maturity level yang diharapkan yaitu sebesar 3.00. Salah satu rekomendasi yaitu 
pembuatan SOP tentang pengelolaan konfigurasi. Maka peneliti melakukan 
pembuatan SOP pengelolaan konfigurasi yang komponen – komponennya adalah 
sebagai berikut. 
Tabel 5.26 Komponen Pembuatan SOP DS9 
Dasar Hukum PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah 
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 
57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja 
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 
2008 Tentang ITE 
Nama Standar Operasional Prosedur SOP Instalasi Perangkat Lunak 
Tujuan Sebagai panduan untuk proses 
instalasi perangkat lunak 
Keterkaitan - 
Peringatan Pelaksana bertanggung jawab atas 
segala pelaksanaan aktivitas yang 
telah ditetapkan. Jika tidak 
dilaksanakan maka tugas yang 
berkaitan dengan TI akan mengalami 
kendala. 
Kualifikasi Pelaksana 1. Kepala Seksi Pengembangan 
Aplikasi 






Pada tabel 5.26 merupakan komponen – komponen dalam pembuatan SOP 
proses DS9. Referensi pembuatan SOP tersebut yaitu dari Kebijakan dan Prosedur 
Instalasi Instalasi Perangkat Lunak SMKI pada Dinas Komunikasi dan Informatika 
Provinsi Jawa Tengah yang kemudian disesuaikan dengan keadaan pada Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung. Hasil dari pembuatan SOP 
ini diharapkan dapat menjadi SOP proses DS9 pada Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Tulungagung dan dapat membantu memenuhi target nilai 




Pencatatan dan Pendataan Formulir Permohonan Instalasi 
Perangkat Lunak 
Aktifitas 1. Mengajukan permohonan instalasi 
perangkat lunak 
2. Memeriksa kesesuaian perangkat 
lunak yang akan diinstall terhadap 
kebutuhan bisnis organisasi 
3. Meninjau kebutuhan perangkat 
lunak apakah sesuai dengan 
kebutuhan bisnis organisasi 
4. Mengidentifikasi apakah 
perangkat lunak merupakan yang 
ada dalam daftar perangkat lunak 
yang diizinkan atau tidak 
5. Mengupdate perangkat lunak ke 
dalam daftar registrasi perangkat 
lunak dan daftar perangkat lunak 
yang diizinkan 
6. Mencari sumber perangkat lunak 
dengan memriksa keamanan dari 
sumber peranglat lunak 
7. Mempersiapkan sumber perangkat 
lunak yang akan diinstall 
8. Melaksanakan instalasi perangkat 
lunak 
9. Menyimpan master software 
installer 
Tabel 5.26 Komponen Pembuatan SOP DS9 (Lanjutan) 
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5.10 Pengelolaan Masalah (DS10) 
Pada proses DS10 yaitu pengelolaan masalah berfokus pada perumusan 
rekomendasi untuk perbaikan, pemeliharaan catatan masalah, dan mengoreksi 
hasil dari masalah penggunaan teknologi informasi. Setelah dilakukan perhitungan 
maturity level didapatkan nilai sebesar 1.00. Nilai ini didapatkan dari hasil 
wawancara dengan Bidang Penyelenggaraan E-Government. Bidang 
Penyelenggaraan E-Government mendapatkan nilai 1 dikarenakan telah 
menyadari kebutuhan adan telah melakukan pengelolaan masalah. Tetapi dalam 
pelaksanaannya hanya bersifat reaktif, tidak ada staff khusus dalam menangani 
masalah, dan jika terjadi masalah hanya terfokus pada penyelesaiannya sehingga 
tidak dilakukan dokumentasi. Bidang Penyelenggaraan E-Government 
menginginkan peningkatan nilai maturity level menjadi sebesar 3.00. Oleh karena 
itu peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut. 
Tabel 5.27 Hasil Temuan Proses DS10 
No. Hasil Temuan 
1. Belum ada SOP mengenai pengelolaan masalah 
2. Belum dilakukan dokumentasi secara formal terkait dengan pengelolaan 
masalah 
Tabel 5.28 Rekomendasi Proses DS10 
No. Rekomendasi 
1. Membuat SOP tentang pengelolaan masalah 
2. Melakukan dokumentasi secara formal terhadap pengelolaan masalah 
 Pada tabel 5.27 dan 5.28 dijelaskan hasil temuan permasalahan dan 
rekomendasi pada proses DS10. Peneliti menemukan permasalahan yaitu belum 
adanya SOP terkait dengan pengelolaan masalah, dan belum dilakukan 
dokumentasi secara formal terkait dengan pengelolaan masalah. Kemudian 
peneliti memberikan rekomendasi berupa pembuatan SOP dan juga saran untuk 
melakukan dokumentasi pada setiap proses pengelolaan masalah. Dalam 
merekomendasikan pembuatan SOP, peneliti membuat komponen – komponen 
pembuatan SOP sebagai berikut. 
Tabel 5.29 Komponen Pembuatan SOP DS10 
Dasar Hukum PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah 
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 
57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
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Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja 
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 
2008 Tentang ITE 
Nama Standar Operasional Prosedur SOP Penanganan Masalah 
Tujuan Sebagai panduan untuk proses 
penanganan jika terjadi masalah 
Keterkaitan - 
Peringatan Pelaksana bertanggung jawab atas 
segala pelaksanaan aktivitas yang 
telah ditetapkan. Jika tidak 
dilaksanakan maka tugas yang 
berkaitan dengan TI akan mengalami 
kendala. 
Kualifikasi Pelaksana 1. Personil/pihak ketiga 
2. Helpdesk 
3. Koordinator Manajemen Insiden 





Pencatatan dan Pendataan Formulir Pelaporan Insiden 
Aktifitas 1. Melaporkan insiden atau potensi 
insiden 
2. Mencatat insiden tersebut ke 
dalam log insiden 
3. Menganalisa insiden yang 
dilaporkan dan menganalisa 
penyebab terjadinya insiden 
4. Membuat rencana perbaikan 
terhadap insiden yang dilaporkan 
5. Menunjuk petugas untuk 
melakukan perbaikan terhadap 
insiden 
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Pada tabel 5.29 adalah komponen – komponen dalam pembuatan SOP 
Penanganan Masalah. Referensi pembuatan SOP tersebut didapatkan dari SOP 
Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika 
Provinsi Jawa Tengah yang kemudian disesuaikan dengan keadaan pada Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung. Hasil dari SOP ini 
diharapkan dapat membantu Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai 
nilai maturity level yang diharapkan yaitu sebesar 3.00. 
5.11 Pengelolaan Data (DS11) 
Pada proses DS11 yaitu Pengelolaan Data berfokus pada proses manajemen 
data yang mencakup pembentukan prosedur yang efektif untuk mengelola media 
perpustakaan, back up, dan pemulihan data, serta media pembuangan. 
Manajemen data yang efektif membantu memastikan kualitas, ketepatan waktu, 
dan ketersediaan data. Setelah dilakukan perhitungan maturity level, Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung memperoleh nilai sebesar 
2.00. Hasil ini diperoleh dari kuesioner dan wawancara dengan Bidang 
Penyelenggaraan E-Government. Bidang Penyelenggaraan E-Government sudah 
melakukan pengelolaan data seperti penyimpanan, pencadangan, dan pemulihan, 
tetapi belum ada dokumentasi terkait pengelolaan data. Belum adanya SOP juga 
menjadi penyebab Bidang Penyelenggaraan E-Government mendapatkan nilai 
maturity level sebesar 2.00. Untuk nilai yang diharapkan, Bidang Penyelenggaraan 
E-Government mengharapkan nilai maturity level sebesar 3.00. Oleh karena itu 
peneliti membuat rekomendasi yang ada pada tabel berikut. 
 
6. Memastikan perbaikan dilakukan 
sesuai dengan rencana yang sudah 
diidentifikasi 
7. Memeriksa hasil perbaikan yang 
telah dilakukan oleh petugas 
8. Menginformasikan kepada 
pelapor/pegawai bahwa insiden 
sudah ditangani 
9. Memonitor status hasil tindakan 
pencegahan telah dilakukan, 
mengevaluasi tindakan 
pencegahan tersebut 
10. Mendokumentasikan tindakan 
perbaikan dan melaporkan 
kepada perwakilan manajemen 
Tabel 5.29 Komponen Pembuatan SOP DS10 (Lanjutan) 
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Tabel 5.30 Hasil Temuan Proses DS11 
No. Hasil Temuan 
1. Sudah melakukan pengelolaan data tetapi belum didokumentasikan 
dengan baik 
2. Belum ada SOP terkait Pengelolaan Data 
Tabel 5.31 Rekomendasi Proses DS11 
No. Rekomendasi 
1. Melakukan dokumentasi secara baku terhadap proses pengelolaan data 
2. Membuat SOP terkait Pengelolaan Data 
Pada tabel 5.30 peneliti menemukan 2 masalah yaitu belum adanya 
dokumentasi secara baku dan formal, dan juga belum adanya SOP mengenai 
Pengelolaan Data. Peneliti kemudian memberikan rekomendasi seperti pada tabel 
5.31 yaitu melakukan dokumentasi secara baku terhadap proses pengelolaan 
data, dan membuat SOP tentang Pengelolaan Data. Dalam memberikan 
rekomendasi pembuatan SOP, peneliti membuat komponen – komponen 
pembuatan SOP sebagai berikut. 
Tabel 5.32 Komponen Pembuatan SOP DS11 
Dasar Hukum PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah 
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 
57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja 
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 
2008 Tentang ITE 
Nama Standar Operasional Prosedur SOP Back Up dan Restore Data 
Tujuan Sebagai panduan untuk proses salinan 
data jika terjadi kerusakan data 
Keterkaitan - 
Peringatan Pelaksana bertanggung jawab atas 
segala pelaksanaan aktivitas yang 
telah ditetapkan. Jika tidak 
dilaksanakan maka tugas yang 




Pada tabel 5.32 merupakan komponen – komponen pembuatan SOP proses 
DS11. Referensi pembuatan SOP yaitu SOP Back Up dan Restore pada Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman yang kemudian disesuaikan 
dengan keadaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung. 
5.12 Pengelolaan Lingkungan Fisik (DS12) 
Pada proses DS12 yaitu Pengelolaan Lingkungan Fisik berfokus pada 
perlindungan untuk peralatan computer, dan juga pengelolaan lingkungan fisik 
yang meliputi situs fisik, memilih fasilitas yang sesuai, dan merancang proses yang 
Kualifikasi Pelaksana 1. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-
Government 









Pencatatan dan Pendataan - 
Aktifitas 1. Melakukan Back Up sesuai 
dengan jadwal 
2. Memastikan proses back up 
berhasil dilakukan 
3. Memberi nama file sesuai dengan 
ketentuan 
4. Mengamankan hasil back up 
5. Mengisi form pelaksanaan back 
up 
6. Menerima dan memeriksa form 
back up, meminta pengelola pusat 
data melakukan review/uji coba 
restore 
7. Melakukan proses restore 
8. Menyetujui hasil proses restore 
Tabel 5.32 Komponen Pembuatan SOP DS11 (Lanjutan) 
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efektif untuk memantau faktor lingkungan dan mengelola akses fisik. Setelah 
dilakukan perhitungan maturity level, didapatkan nilai sebesar 0.00 yang berarti 
pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung tidak menyadari 
akan kebutuhan untuk melindungi fasilitas atau investasi dalam sumber daya 
komputasi. Hasil tersebut didapat dari wawancara dan kuesioner dengan Bidang 
Penyelenggaraan E-Government. Kemudian, Bidang Penyelenggaraan E-
Government mengharapkan nilai maturity level sebesar 3.00. Oleh karena itu 
peneliti memberikan rekomendasi seperti berikut. 
Tabel 5.33 Hasil Temuan Proses DS12 
No. Hasil Temuan 
1. Belum melakukan pengelolaan lingkungan fisik dikarenakan tidak 
menyadari pentingnya pegelolaan fisik 
2. Belum ada SOP terkait Pengelolaan Lingkungan Fisik 
 
Tabel 5.34 Rekomendasi Proses DS12 
No. Rekomendasi 
1. Merekrut petugas yang bertugas untuk mengelola lingkungan fisik 
2. Melakukan perencanaan dengan baik dan melakukan dokumentasi 
secara formal untuk tiap proses pengelolaan lingkungan fisik 
3. Membuat SOP terkait Pengelolaan Lingkungan Fisik 
Pada tabel 5.34 disebutkan rekomendasi dari hasil temuan permasalahan 
pada proses DS11 yaitu dengan merekrut petugas yang bertugas untuk mengelola 
lingkungan fisik, melakukan dokumentasi pada tiap proses pengelolaan lingkungan 
fisik, dan membuat SOP terkait pengelolaan lingkungan fisik. Untuk rekomendasi 
SOP, peneliti membuat komponen pembuatan SOP pengelolaan lingkungan fisik 
sebagai berikut. 
Tabel 5.35 Komponen Pembuatan SOP DS12 
Dasar Hukum PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah 
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 
57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja 
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 
2008 Tentang ITE 
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Nama Standar Operasional Prosedur SOP Pemeliharaan Aset Lingkungan 
Fisik 
Tujuan Sebagai panduan untuk proses 
pemeliharaan aset lingkungan fisik 
Keterkaitan - 
Peringatan Pelaksana bertanggung jawab atas 
segala pelaksanaan aktivitas yang 
telah ditetapkan. Jika tidak 
dilaksanakan maka tugas yang 
berkaitan dengan TI akan mengalami 
kendala. 
Kualifikasi Pelaksana 1. Koordinator Manajemen Aset 






Pencatatan dan Pendataan -Formulir Pemeliharaan Aset 
-Laporan Hasil Pemeriksaan 
Aktifitas 1. Merencanakan dan mencatat 
jadwal pelaksanaan pemeliharaan 
asset lingkungan fisik seperti 
bangunan, perangkat keras, 
lingkungan kantor, dan mengecek 
listrik. 
2. Mengirimkan jadwal pelaksanaan 
pemeriksaan aset 
3. Melakukan pemeliharaan aset 
lingkungan fisik 
4. Apakah ada asaet lingkungan fisik 
yang rusak? 
5. Melaporkan adanya kerusakan 
6. Membuat dan menyerahkan 
laporan hasil pelaksanaan 
pemeriksaan aset 
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Pada tabel 5.35 merupakan komponen dalam pembuatan SOP proses DS12 
yaitu pengelolaan lingkungan fisik. Referensi pembuatan SOP ini yaitu Kebijakan 
dan Prosedur Pengamanan dan Pengelolaan Aset pada Dinas Komunikasi dan 
Informatika Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari referensi tersebut kemudian 
disesuaikan dengan keadaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Tulungagung. Hasil dari SOP ini diharapkan dapat menjadi SOP pada Dinas 
Komunikasi dan Informatika yaitu pada proses pengelolaan lingkungan fisik. 
Peneliti juga berharap rekomendasi ini dapat membantu Dinas Komunikasi dan 
Informatika dalam mencapai nilai maturity level yang diharapkan. 
5.13 Pengelolaan Operasi (DS13) 
Pada proses DS13 yaitu pengelolaan operasi berfokus pada manajemen yang 
efektif dari prosedur pengolahan data dan pemeliharaan perangkat keras. Proses 
ini termasuk mendefinisikan kebijakan operasi dan prosedur pengelolaan yang 
efektif. Setelah dilakukan perhitungan maturity level, didapatkan nilai sebesar 
1.00. Hasil ini didapatkan dari kuesioner dan wawancara dengan Bidang 
Penyelenggaraan E-Government. Hal ini berarti bahwa Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Tulungagung telah menyadari perlunya penataan fungsi 
dukungan TI. Pengelolaan operasi sudah dilakukan tetapi belum 
didokumentasikan dengan baik. Bidang Penyelenggaraan E-Government 
menginginkan peninkatan nilai menjadi sebesar 3.00. Oleh karena itu peneliti 
memberikan rekomendasi sebagai berikut. 
             Tabel 5.36 Hasil Temuan Proses DS13 
No. Hasil Temuan 
1. Sudah melakukan pengelolaan operasi tapi tidak didokumentasikan 
dengan baik 
2. Belum ada SOP terkait Pengelolaan Operasi 
 
Tabel 5.37 Rekomendasi Proses DS13 
No. Rekomendasi 
1. Melakukan dokumentasi secara baku pada setiap proses pengelolaan 
operasi 
2. Membuat SOP terkait Pengelolaan Operasi 
7. Menerima laporan hasil 
pelaksanaan pemeliharaan aset 
lingkungan fisik 
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Pada tabel 5.37 terdapat rekomendasi dari peneliti agar dapat mencapai nilai 
maturity level yang diharapkan yaitu dengan melakukan dokumentasi secara baku 
pada setiap proses pengelolaan operasi, serta membuat SOP mengenai 
Pengelolaan Operasi. Peneliti membuat komponen – komponen pembuatan SOP 
Pengelolaan Operasi sebagai berikut. 
Tabel 5.38 Komponen Pembuatan SOP DS13 
Dasar Hukum PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah 
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 
57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja 
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 
2008 Tentang ITE 
Nama Standar Operasional Prosedur SOP Pengolahan dan Analisis Data 
Tujuan Sebagai panduan untuk proses 
pengolahan data  
Keterkaitan - 
Peringatan Pelaksana bertanggung jawab atas 
segala pelaksanaan aktivitas yang 
telah ditetapkan. Jika tidak 
dilaksanakan maka tugas yang 
berkaitan dengan TI akan mengalami 
kendala. 
Kualifikasi Pelaksana 1. Kepala Dinas 
2. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-
Government 







Pencatatan dan Pendataan - 
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Pada tabel 5.38 merupakan komponen – komponen dalam pembuatan SOP 
proses DS13. Referensi pembuatan SOP yaitu dari SOP Melaksanakan 
Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data pada Universitas Lampung yang 
kemudian disesuaikan dengan keadaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Tulungagung. Hasil keluaran SOP ini diharapkan dapat membantu 
Bidang Penyelenggaraan E-Government dalam mencapai nilai maturity level yang 
diharapkan. 
Aktifitas 1. Memberikan disposisi untuk 
menghimpun, mengolah, dan 
menganalisis data 
2. Memberikan arahan dan 
menugaskan membuat surat 
permintaan data 
3. Memerintahkan staf untuk 
melaksanakan pengumpulan data 
sesuai dengan format data yang 
dibutuhkan 
4. Menerima data mentah dari unit 
kerja 
5. Mengolah data yang dibutuhkan 
menjadi dokumen/naskah 
6. Mengoreksi dan menganalisis 
dokumen data yang sudah diolah 
7. Verifikasi ulang data yang telah 
diterima 
8. Mengesahkan dokumen/naskah 
9. Menerima dokumen yang sudah 
disahkan 
10. Mengarsipkan surat permohonan 
dan data yang diminta 
Tabel 5.38 Komponen Pembuatan SOP DS13 (Lanjutan) 
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BAB 6 KESIMPULAN 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkanxhasil penelitian yang.telah dilakukan.pada Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten.Tulungagung, maka diambil.kesimpulan.sebagai.berikut: 
1. Pengumpulan data dilakukan menggunakan hasil kuesioner, wawancara, 
dan hasil observasi. Kuesioner dibagikan kepada 3 orang yaitu Kepala 
Bidang Penyelenggaraan E-Government, Kepala Seksi Infrastruktur dan 
Teknologi, serta kepala Pengembangan Aplikasi. Setelah itu dilakukan 
wawancara serta observasi untuk memvalidasi dari hasil kuesioner yang 
telah diberikan sebelumnya. Berikut merupakan ringkasan hasil 
kuesioner pada domain DS: 
 Nilai Maturity Level domain DS yaitu pada proses DS1 bernilai 2.00, 
pada proses DS2 bernilai 4.00, pada proses DS3 bernilai 2.00, pada 
proses DS4 bernilaio2.00, pada.proses DS5 bernilai 2.00, pada.proses 
DS6 bernilai 3.00, padanproses DS7 bernilai 0.00, pada proses DS8 
bernilai 0.00, pada proses DS9 bernilai 0.00, pada proses DS10 bernilai 
1.00, pada proses DS11 bernilai 2.00, pada proses DS12 bernilai 0.00, 
dan pada proses DS13 bernilai 1.00. Nilai Maturity Level tersebut 
memiliki nilai rata – rata sebesar 1.50. Hasilanilai tersebut 
dapat.diartikan bahwasDinas Komunikasi dan InformatikauKabupaten 
Tulungagung sebagian besarmdalam.melakukanlaktivitas pada domain 
DS yaitu penyampaian dan dukungan layanan teknologi informasi 
kurang memiliki perencanaan yang matang, serta proses yang berjalan 
hanya sesuai kebutuhan tanpa ada prosedur yang pasti. Kemudian 
belum melakukan dokumentasi dengan baik, sehingga tidak dapat 
mengukur dampak dari risiko atau manfaat dari aktivitas yang 
dijalankan. Kurangnya Sumber Daya Manusia baik dalam hal jumlah 
maupun SDM yang berkompeten sehingga ada pegawai yang 
menjalankan tugas di luar tugas pokok dan fungsi yang ditentukan. Hal 
– hal tersebut merupakan penyebab didapatkannya nilai rata – rata 
Maturity Level sebesar 1.50.  
2. Dari hasil penilaian tersebut kemudian diberikan rekomendasi yang 
sesuai agar pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Tulungagung dapat memenuhi nilai maturity level yang diharapkan. 
Secara garis besar hasil rekomendasi yaitu perlunya perencanaan yang 
matang pada setiap proses yang akan berjalan, melakukan dokumentasi 
pada setiap proses dan insiden yang terjadi, menambah sumber daya 
manusia agar tidak terjadi rangkap tugas, melakukan pelatihan agar 
sumber daya.manusia ditingkatkan kualitasnya, serta memberikan SOP 
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untuk dijadikan acuan agar dapat meningkatkan nilai maturity level 
serta manfaat dari setiap proses domain DS pada Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Tulungagung. 
6.2 Saran 
Dari hasil penelitian implementasi cobit 4.1 domain deliver and support 
terhadap tata kelola teknologi informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Tulungagung ini, dapat diberikan saran untuk penelitian selanjutnya 
sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya dapat melakukan evaluasi mengenai tata kelola 
teknologi informasi yang berfokus pada domain Plan and Organise 
(PO), Acquire and Implement (AI), dan Monitor and Evaluate (ME) 
sehingga evaluasi terhadap tata kelola teknologi informasi dapat 
dilakukan secara menyeluruh pada seluruh domain. 
2. Penelitian selanjutnya dapat meningkatkan standar acuan dengan 
menggunakan kerangka kerja COBIT 5 yang merupakan 
penyempurnaan dari COBIT 4.1 dan pada COBIT 5 terdapat proses – 
proses yang tidak ada pada COBIT 4.1 serta COBIT 5 menjelaskan secara 
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